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Penanggulangan kemiskinan adalah satu prioritas utama pembangunan nasional. 

Buku ini menguraikan upaya penanggulangan kemiskinan yang saat ini sedang 

digalakkan oleh pemerintah untuk mencapai target angka kemiskinan sebesar 8-10 

persen pada tahun 2014. 

Buku ini pada awalnya menguraikan perkembangan indikator kemiskinan sampai 

dengan kondisi terakhir tahun 2010 ini. Kemudian dilanjutkan dengan uraian 

mengenai karakteristik rumah tangga penduduk miskin. Bagian selanjutnya 

menguraikan target pemerintah dan juga target MDG dalam penanggulangan 

kemiskinan. Uraian tersebut dirangkai pula dengan strategi penanggulangan 

kemiskinan seperti yang telah menjadi mandat dari Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan itu sendiri 

dirumuskan lebih dari sekedar perbaikan dalam pelaksanaan tiga kelompok program 

penanggulangan kemiskinan yang ada. 

Bersama ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah memberi kontribusi dalam penulisan buku ini. Secara khusus, 

kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Kelompok Kerja Kebijakan pada 

Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Semoga buku ini 

dapat menjadi bahan informasi berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 
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Kemiskinan: Tren dan  

Gambaran Umum 
 

Angka dan jumlah penduduk miskin terus  

menurun,   tapi sejumlah tantangan masih 

terus  menanti. 

 

ndonesia adalah salah satu contoh sukses negara yang berhasil 

memadukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan 

penurunan tingkat kemiskinan. Memasuki dekade kedua 

milenium ini, memang diakui masih ada 31 juta jiwa penduduk 

Indonesia, atau 13 persen dari total penduduk, masih hidup di bawah 

garis kemiskinan. Tapi sejak awal 1970an, ketika hampir separuh 

penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, tingkat kemiskinan 

dan jumlah penduduk miskin secara konsisten terus turun. Dalam 

periode itu hanya dua kali angka kemiskinan meningkat: tahun 1998 

ketika krisis moneter terjadi, dan 2006 ketika gabungan kenaikan 

harga BBM dan beras mendorong inflasi yang tinggi.  

Meskipun demikian, sejumlah hal masih perlu mendapat catatan. 

Pemerintah tetap perlu berusaha keras agar laju penurunan 

Bab

1

I
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kemiskinan bisa bertahan, bahkan dipercepat, agar Target 

Pembangunan Milenium  bisa tercapai. Sementara itu, meski angka 

kemiskinan absolut terus turun, ada banyak penduduk Indonesia yang 

hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Mereka bisa suatu saat 

jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan dalam 

perekonomian rumah tangga mereka, atau yang sifatnya besar seperti 

krisis ekonomi. 

Saat ini Indonesia menghadapi peluang sekaligus tantangan 

dalam pengurangan kemiskinan. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan 

ekonomi terus meningkat. Ini menyebabkan sumber daya untuk 

menurunkan kemiskinan makin banyak tersedia, baik dari sisi 

pemerintah maupun swasta. Iklim demokrasi dan densentralisasi juga 

menyediakan landasan kelembagaan yang lebih kuat serta partisipasi 

publik yang lebih besar. Tapi itu juga berarti sumber daya makin tidak 

terpusat di tangan pemerintah pusat. Artinya, kinerja penurunan 

kemiskinan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas 

pemerintah daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, 

juga koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, makin 

banyak variabel yang mempengaruhi penurunan kemiskinan, tapi 

makin sedikit yang bisa dikontrol. 

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang kemiskinan di 

Indonesia, sebagai awal untuk mendiskusikan permasalahan lain serta 

kemungkinan solusi. Pembahasan diawali dengan pergerakan angka 

kemiskinan sejak 1970an, dilanjutkan dengan tingkat keparahan dan 

kedalaman kemiksinan, komposisi kemiskinan desa-kota dan 
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antaraderah, kerentanan terhadap kemiskinan, serta mobilitas masuk 

dan keluar dari kemiskinan. 

1.1 Penurunan kemiskinan sejak 1970an 
 

Kisah sukses penurunan kemiskinan berawal di tahun 1970an. 

Ketika itu Indonesia adalah salah satu negara termiskin di kawasan 

Asia. Tahun 1976, sepuluh tahun setelah terjadinya peralihan 

kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, 54 juta penduduk Indonesia 

(40 persen dari seluruh populasi) tergolong miskin.  Dalam lima tahun, 

penduduk miskin berkurang sebanyak 14 juta jiwa, dan angka 

kemiskinan turun menjadi 27 persen di tahun 1981.  

Periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 80-90an 

berkorelasi dengan berlanjutnya penurunan kemiskinan secara 

drastis. Menyusul jatuhnya harga minyak di tahun 1981-92, 

pemerintah mengeluarkan rangkaian kebijakan deregulasi. Kebijakan 

ini mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 7 persen. Penduduk 

miskin juga diuntungkan dalam era pertumbuhan yang tinggi ini. 

Dalam 15 tahun antara 1981 dan 1996, jumlah penduduk miskin bisa 

diturunkan hampir separuhnya dari 40 ke 22 juta.  

Krisis ekonomi di akhir 1990an membuat hampir seluruh 

pencapaian itu hilang dalam semalam. Kombinasi pertumbuhan 

ekonomi negatif 13 persen dan inflasi tinggi memukul daya beli 

penduduk. Untuk pertama kalinya sejak 1970, jumlah penduduk 

miskin dan angka kemiskinan bertambah, dalam skala yang besar. 

Menurut perhitungan BPS, penduduk miskin bertambah 15 juta jiwa 
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antara 1996 dan 1998. Ini membuat angka kemiskinan meningkat dari 

17 persen di tahun 1996 menjadi 23 persen di tahun 1999, menurut 

metode perhitungan kemiskinan baru yang diterapkan setelah krisis. 

Perhitungan ini memang lebih kecil dari prediksi awal yang 

memperkirakan bahwa separuh penduduk Indonesia jatuh ke dalam 

kemiskinan, membawa Indonesia kembali ke situasi di tahu 1970. 

Prediksi ini memang tidak menjadi kenyataan karena adanya sejumlah 

mekanisme bagi penduduk Indonesia untuk bertahan hidup dan 

terhindar dari kemiskinan. Tapi kondisi itu sendiri sudah merupakan 

hal yang menyedihkan. 

Setelah puncak krisis dilalui dan ekonomi mulai pulih, angka 

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kembali turun. Pergerakan 

angka kemiskinan sejak tahun 2000 ditunjukkan dalam Gambar 1.1. Di 

awal milenium tingkat kemiskinan masih sebesar 19 persen. Dalam 

sepuluh tahun, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak lebih 

dari 7 juta jiwa, dan angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 13 

persen di tahun 2010. Ada satu pengecualian, di tahun 2006 angka 

kemiskinan naik dari 16 persen menjadi 17,8 persen. Kenaikan tingkat 

kemiskinan saat itu sangat dipengaruhi oleh tingginya inflasi yang 

disebabkan kombinasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan gejolak harga pangan, terutama beras. 

 



Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan 5Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

38.7 37.9 38.4 37.3 36.2 35.1

39.3
37.2

35.0
32.5 31.0

16.0

13.3

14.2
15.4

16.6
17.816.717.418.218.419.1

0

10

20

30

40

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ju
ta

jiw
a

0

5

10

15

20

25

30

%

Jumlah penduduk miskin Angka kemiskinan
 

GAMBAR 1.1  Jumlah penduduk miskin (juta jiwa) dan angka kemiskinan headcount (persen), 2000-

2010. Sumber: BPS, Statistik Indonesia, Berita Resmi Statistik, berbagai tahun. 

 

Dari pergerakan angka-angka sejak 1970an, kita bisa melihat dua 

pola umum yang menunjukkan pergerakan angka kemiskinan dan 

jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan kondisi ekonomi 

makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

konsisten berperan penting dalam pengurangan kemiskinan. 

Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya produksi barang dan 

jasa, menyebabkan permintaan atas tenaga kerja, sehingga 

pendapatan rumah tangga meningkat. Keterkaitan ini jelas terlihat di 

periode 1980-90an ketika ekonomi Indonesia tumbuh dengan rata-

rata 7 persen pertahun dan penurunan angka kemiskinan terjadi 

dengan cepat. Sebaliknya di saat krisis, pertumbuhan ekonomi negatif 

menyebabkan lonjakan angka kemiskinan.  

Kedua, kemiskinan juga sangat terkait dengan tingkat inflasi. Jika 
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pendapatan masyarakat lebih besar dari inflasi, artinya daya beli 

meningkat. Untuk kelompok miskin, inflasi di kelompok makanan 

terutama beras adalah yang paling signifikan. Rata-rata rumah tangga 

miskin menghabiskan 65 persen anggarannya untuk makanan, 

sementara rumah tangga ‘nyaris miskin’ (near-poor) membelanjakan 

61 persen untuk makanan. Komponen terbanyak adalah beras; 

seperempat anggaran rumah tangga miskin dan seperlima anggaran 

rumah tangga nyaris miskin dihabiskan untuk beras. Sebagai 

perbandingan, rumah tangga non-miskin membelanjakan kurang dari 

setengah anggaran mereka untuk makanan, dan kurang dari sepuluh 

persen untuk beras. Artinya. harga makanan, khususnya beras, yang 

stabil sangat penting untuk pengurangan kemiskinan. Kebijakan yang 

akan menaikkan harga beras domestik, seperti hambatan impor, 

justru berpotensi memukul kelompok miskin.  Kenaikan inflasi 

diterjemahkan dalam pergerakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 ini 

tercatat sebesar Rp 232.989/kapita/bulan untuk penduduk di daerah 

perkotaan, dan sebesar Rp 192.354/kapita/bulan untuk penduduk di 

daerah pedesaan. 

1.2 Kemiskinan pedesaan dan perkotaan 
 

Seperti di banyak negara berkembang, kemiskinan di Indonesia 

adalah fenomena pedesaan. Sekitar duapertiga penduduk miskin ada 

di pedesaan, sepertiganya hidup di perkotaan (Gambar 1.2). Tingkat 

kemiskinan di desa pun lebih tinggi dibanding di kota, meski garis 
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kemiskinan di pedesaan selalu lebih rendah. Karena kegiatan ekonomi 

di pedesaan didominasi oleh sektor pertanian, kemiskinan juga 

sekaligus merupakan fenomena pertanian. Berdasarkan data Susenas 

2006 yang diambil dari studi Bank Dunia (2006), dari setiap seratus 

orang Indonesia, 44 menggantungkan hidup dari sektor pertanian. 

Tapi dari setiap seratus penduduk miskin, 64 hidup dari sektor ini. 

Artinya, proporsi penduduk miskin Indonesia yang penghasilan 

utamanya ada di sektor pertanian lebih tinggi dari rata-rata orang 

Indonesia. 

Gambar 1.2 juga menunjukkan, dalam satu dekade terakhir 

penurunan jumlah penduduk miskin di desa terjadi lebih cepat 

dibanding di perkotaan. Banyaknya program-program bantuan dan 

pembangunan yang berorientasi ke pedesaan ikut mendorong 

penurunan ini. Konsekuensinya, proporsi penduduk miskin di desa 

perlahan turun. Sebaliknya, porsi penduduk miskin perkotaan sedikit 

meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Jika kecenderungan ini terus 

terjadi, implikasinya adalah di masa mendatang problem kemiskinan 

perkotaan akan makin dominan. Ini membuat tantangan 

pengurangan kemiskinan akan makin kompleks karena kemiskinan 

perkotaan punya karakteristik sendiri yang jauh berbeda dengan 

kemiskinan pedesaan. Penduduk miskin kota umumnya hidup di 

kantong-kantong kemiskinan kota, berdampingan dengan simbol-

simbol kemajuan ekonomi seperti gedung bertingkat atau pusat 

industri. Ini membuat penduduk miskin kota hidup dalam tekanan 

dan potensi gesekan sosial yang lebih besar dibanding penduduk 
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miskin di desa, sehingga pendekatan yang diperlukan juga berbeda. 
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GAMBAR 1.2  Jumlah penduduk miskin (juta jiwa) di desa dan kota, 2000-2010. Sumber: BPS, Statistik 

Indonesia, Berita Resmi Statistik, berbagai tahun. 

 

1.3 Kedalaman dan keparahan kemiskinan 
 

Selain dapat dinyatakan dalam indikator angka kemiskinan 

(headcount ratio), kemiskinan juga dapat dinyatakan dalam dua 

indikator lain yang disebut dengan indeks kedalaman kemiskinan dan 

indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (yang 

kerap dinotasikan dengan P1) merupakan indeks yang 

merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk 

mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada 

garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh 

penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Sementara itu indeks 

keparahan kemiskinan (yang kerap dinotasikan dengan P2) merupakan 

ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada 

masyarakat yang lebih miskin. Besarnya indeks kedalaman 
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kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan antara 2006-2010 

disajikan pada Gambar 1.3.  

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan 

kemiskinan (P2) di daerah pedesaan terlihat lebih tinggi dibandingkan 

nilainya di daerah perkotaan. Hal ini memperkuat penjelasan sebelum 

ini bahwa kemiskinan adalah fenomena pedesaan. Bukan hanya 

jumlah dan tingkat kemiskinan, intensitas kemiskinan di pedesaan 

juga masih lebih buruk dibandingkan perkotaan. 

Di sisi lain, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks 

keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2010 menunjukkan penurunan 

sejak tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. 

Penurunan kedua nilai indeks ini, bersama-sama dengan penurunan 

angka kemiskinan (headcount ratio) mengindikasikan bahwa sejak 

tahun 2006 sampai dengan 2010 terjadi perbaikan tingkat pengeluaran 

penduduk miskin dan sekaligus perbaikan distribusi pengeluaran di 

antara penduduk miskin. 

 



10 Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

GAMBAR 1.3 Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, 2006-2010, 2000-2010. Sumber: 

BPS, Statistik Indonesia, Berita Resmi Statistik, berbagai tahun. 

 

1.4 Variasi kemiskinan antardaerah 
 

Ada variasi yang besar dalam kemiskinan antardaerah. Angka 

kemiskinan Di Jawa dan Bali yang relatif maju bervariasi antara 3.8 

hingga sekitar 17 persen. Sementara di wilayah Papua, angka 

kemiskinan mencapai 37 persen (Gambar 1.4). Tapi karena populasi 

penduduk di Jawa dan Bali lebih besar, 60 persen dari seluruh 

penduduk miskin Indonesia ada di daerah ini, dan hanya 3 persen 

yang tinggal di Papua. Ini menyebabkan adanya ‘dilema’ dalam 

strategi kebijakan kemiskinan. Apakah kebijakan sebaiknya diarahkan 

pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Kawasan Timur 

Indonesia, atau di wilayah dengan jumlah absolute penduduk miskin 

terbanyak (Jawa dan Bali). Selain variasi kemiskinan antardaerah, 

diparitas kemiskinan di dalam satu daerah juga persoalan lain. Di 

Jawa, contohnya, kita memiliki kantong-kantong kemiskinan yang 

berdampingan dengan daerah yang relatif makmur. 

Disparitas kemiskinan antardaerah bukan hanya terjadi dalam 

angka, tapi juga dalam hal tantangan yang dihadapi. Daerah miskin 

umumnya juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan juga 

akses pada air, sanitasi dan kesehatan yang rendah. Problem-problem 

kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak 

terdapat di daerah miskin. Selain itu, hambatan alam dan kondisi 

geografis juga sangat berbeda di Jawa yang subur dengan Nusa 
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Tenggara yang kering; juga antara dataran tinggi dan rendah di Papua. 

Distribusi fasilitas publik antardaerah juga menghadapi ketimpangan. 

Di Jawa, jarak rata-rata ke fasilitas kesehatan teredekat adalah 4 

kilometer, sementara di Papua adalah 32 kilometer (World Bank 

2006:xx). 

 

GAMBAR 1.4 Angka kemiskinan menurut propinsi. Sumber: BPS, Statistik Indonesia, Berita 

Resmi Statistik. 

 

Adanya variasi besar antardaerah menunjukkan bahwa tidak ada 

strategi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan kemiskinan 

mau tidak mau harus disesuaikan dengan tantangan spesifik di tiap 

daerah. Di sinilah peran pemerintah daerah di era otonomi jadi 

penting. 

1.5 Kerentanan terhadap kemiskinan 
 

Angka kemiskinan di Indonesia sangat sensitif terhadap pemilihan 

garis kemiskinan. Jika garis kemiskinan ditetapkan menurut standar 
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internasional US$1 per orang per hari dalam standar Purchasing 

Power Parity (PPP), tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi hanya 6 

persen di tahun 2008 – kurang dari separuh tingkat kemiskinan 

berdasarkan perhitungan BPS yang dijadikan angka resmi pemerintah. 

Tapi jika garis kemiskinan yang dipakai adalah US$2 per orang per 

hari, maka 43 persen penduduk Indonesia hidup di bawah standar ini 

di tahun 2008 (Gambar 1.5). Sebagai gambaran, garis kemiskinan 

untuk perhitungan BPS kurang lebih setara dengan US$1,5 – 1,6 per 

orang per hari, dan angka kemiskinan di tahun 2008 dengan standar 

ini adalah 17 persen. 

Besarnya perbedaan ini menunjukkan, banyak penduduk 

Indonesia tidak tergolong miskin tapi hidup sangat dekat dengan garis 

kemiskinan. Satu dari setiap empat orang Indonesia tidak tergolong 

miskin dengan standar BPS, tapi hidup dengan tingkat konsumsi 

kurang dari US$2 per orang per hari. Meski tidak tergolong miskin, 

mereka sangat rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi 

guncangan (shock) yang mempengaruhi pendapatan. Guncangan bisa 

berupa krisis ekonomi yang menimpa seluruh penduduk, bisa juga 

yang sifatnya individu seperti ada anggota keluarga yang sakit, harta 

hilang akibat kebakaran, dan sebagainya. 

Besarnya tingkat kerentanan terhadap kemiskinan ini punya 

implikasi terhadap strategi kebijakan. Kebijakan kemiskinan tidak bisa 

hanya bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin, tapi sekaligus 

memberikan perlindungan buat mereka yang rentan terhadap 

kemiskinan, lewat jaminan sosial dan manajemen risiko. 
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GAMBAR 1.5 Proporsi penduduk  dengan konsumsi di bawah US$1 dan US$2 per hari. Sumber: 

World Bank, berbagai tahun. 

 

1.6 Dinamika keluar-masuk kemiskinan 
 

Karakteristik lain terkait kemiskinan di Indonesia adalah tingginya 

dinamika penduduk keluar dari dan masuk ke dalam kemiskinan. 

Tabel 1.2, yang dikutip dari studi oleh Suryahadi, Raya, Marbun dan 

Yumna (2010) menggambarkan kondisi ini. Lebih dari separuh 

penduduk yang di tahun 2008 bisa ‘keluar’ dari kemiskinan, menjadi 

nyaris atau tidak miskin di tahun 2009. Tabel yang sama juga 

menunjukkan, hampir separuh penduduk yang miskin di tahun 2009 

(49 persen) adalah mereka yang di tahun sebelumnya tidak termasuk 

miskin. 

Tingginya dinamika keluar-masuk kemiskinan ini punya implikasi 

serius terhadap penargetan kebijakan. “Siapakah orang miskin” 

adalah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam siklus 
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pemberian bantuan, ada rentang waktu yang cukup panjang dari 

survey, identifikasi penerima hingga penyaluran bantuan. Rumah 

tangga A bisa jadi tergolong miskin ketika disurvey, dan rumah tangga 

B tidak. Tapi saat penyaluran bantuan, A berhasil keluar dari 

kemiskinan, sementara B justru menjadi miskin. Tapi berdasarkan 

survey, A adalah penerima bantuan, bukan B. Di lapangan ini bisa dan 

sering menjadi masalah. Ini membuat peran aktif komunitas jadi 

penting dalam proses penargetan kebijakan, terutama identifikasi 

siapa yang layak menerima bantuan, untuk melengkapi identifikasi 

yang dilakukan secara top-down yang didasarkan pada survey rumah 

tangga. 

  2009 

  Miskin 
Nyaris 
miskin 

Tidak 
miskin Total 

 Miskin 46.7  20.3  33.0  100
  51.0  26.8  6.5  
 Nyaris miskin 22.2  21.5  56.2  100

2008  20.2  23.6  9.2  
 Tidak miskin 5.4  7.6  87.0  100
  28.8  49.7  84.3  
 Total  100  100  100  
       

TABEL 1.1 Mobilitas penduduk miskin, 2008-2009 (%). Sumber: Suryahadi, Raya, Marbun, 

Yumna (2010). 

 

Perbaikan tingkat pengeluaran di kelompok penduduk miskin 

memang menjadi masalah yang sangat kompleks. Pada akhirnya, 

perbaikan tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai dimensi lain 

dari kehidupan manusia, seperti kondisi kesehatan, pencapaian 

pendidikan, jaminan masa depan, kepemilikan barang berharga/aset, 

akses terhadap informasi publik, kesempatan untuk ikut berpartisipasi 
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dalam kegiatan kemasyarakatan, bersuara atau memberikan pendapat 

secara politik, dan peran sosial lainnya. Karenanya, perumusan 

kebijakan penanggulangan kemiskinan harus pula memperhatikan 

karakteristik rumah tangga kelompok miskin tersebut. Bab berikut 

akan menguraikannya. 
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[PASANG FOTO DI SINI] 
 

sejumlah warga miskin pulang usai mengais 
sisa gabah di sawah Desa susukanrejo, Keca-
matan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa 
Timur, . Warga miskin ini tidak mempunyai 
kemampuan memproduksi maupun membeli 
bahan pokok sehari-hari. FOTO: musyawir
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Karakteristik Rumah Tangga 

Penduduk Miskin 
 

Kemiskinan terkait erat dengan rendahnya 

pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. 

 

embahasan tentang upaya penanggulangan kemiskinan 

perlu dilengkapi dengan informasi mengenai karakteristik 

rumah tangga atau penduduk miskin. Hal ini dimaksudkan 

agar kebijakan atau program yang terkait dengan pengurangan 

kemiskinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penduduk miskin 

agar menjadi lebih efektif. Selain itu, informasi mengenai karakteristik 

rumah tangga miskin juga secara tidak langsung dapat digunakan 

untuk mengenali indikasi permasalahan ataupun penyebab 

kemiskinan. 

Analisis mengenai karakteristik rumah tangga miskin akan 

ditinjau dari beberapa aspek, seperti karakteristik sosial demografi, 

tingkat pendidikan, dimensi ketenagakerjaan, dan tempat tinggal atau 

perumahan. Analisis mengenai karakteristik secara kuantitatif akan 

didasarkan pada hasil penghitungan kemiskinan berdasarkan data 

Susenas Panel selama beberapa tahun. 

Bab

2

P
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2.1 Komposisi rumah tangga 
 

Secara rata-rata, rumah tangga miskin memiliki jumlah anggota 

lebih banyak, kepala keluarga yang berusia lebih tinggi, serta lebih 

mungkin memiliki perempuan sebagai kepala keluarga dibandingkan 

rumah tangga tidak miskin. Tabel 2.1 menyajikan karakteristik rumah 

tangga miskin dibandingkan dengan yang tidak miskin dari segi: rata-

rata jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin dan usia kepala 

keluarga. Masing-masing dipilah untuk daerah pedesaan dan 

perkotaan. 

Rumah tangga miskin memiliki anggota rumah tangga lebih 

banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rata-rata jumlah 

anggota rumah tangga miskin sekitar satu orang lebih banyak 

dibanding mereka yang tidak miskin, baik di wilayah perkotaan 

mapun pedesaan. Hubungan jumlah anggota rumah tangga yang 

besar dengan kemiskinan bersifat saling memperkuat. Di satu sisi, 

rumah tangga miskin cenderung mempunyai anak lebih banyak. Hal 

itu tidak lepas dari anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan 

bagi si orang tua. Di sisi lain, rumah tangga dengan jumlah anak yang 

lebih banyak cenderung menjadi miskin karena untuk suatu tingkat 

pendapatan tertentu harus dipakai untuk menghidupi lebih banyak 

anggota rumah tangga. 
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Karakteristik Rumah tangga, Daerah Miskin Tidak Miskin
 2006 2009 2006 2009
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga

- Perkotaan (K) 4,70 4,85 3,91 3,92 
- Pedesaan (D) 4,75 4,89 3,69 3,84 
- Perkotaan + Pedesaan (K+D) 4,74 4,88 3,80 3,87 

2.  Persentase perempuan sebagai kepala rumah 
tangga    

- Perkotaan (K) 15,35 11,46 13,57 10,18
- Pedesaan (D) 10,55 18,15 13,03 7,80 
- Perkotaan + Pedesaan (K+D) 12,30 14,60 13,30 8,95 

3.  Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)
- Perkotaan (K) 48,28 47,46 46,14 46,55
- Pedesaan (D) 47,55 47,44 48,09 46,68
- Perkotaan + Pedesaan (K+D) 47,81 47,29 47,14 46,62
 

TABEL 2.1 Komposisi rumah tangga miskin dan tidak miskin, 2006-2009. Sumber: Susenas Panel, 

Maret  2006 dan Maret 2009, BPS (diolah). 

 
Satu dimensi penting untuk mendapatkan perhatian adalah 

perempuan sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala 

keluarga memiliki tantangan yang lebih besar dalam menciptakan 

pendapatan bagi keluarganya. Secara umum di tahun 2009, terdapat 

sekitar 14,6 persen rumah tangga miskin dikepalai oleh perempuan. 

Persentase ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2006. Tren 

naik ini pun berbeda dibandingkan dengan kelompok rumah tangga 

tidak miskin.  

Kepala rumah tangga kelompok miskin juga terlihat memiliki rata-

rata usia yang lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga tidak 

miskin. Hal ini paling tidak berkaitan dengan dua hal. Pertama, 

generasi yang lebih muda umumnya mempunyai tingkat pendidikan 

yang lebih baik, sehingga memiliki kemungkinan lebih besar 

mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dan karenanya lepas dari 

kemiskinan. Kedua, rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang 

memiliki umur pensiun memang menjadi rentan terhadap perubahan 
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(shock) yang terjadi. Hal ini dapat sedikit dihindari jika Indonesia 

memiliki sistem jaminan sosial yang memadai. Sistem jaminan sosial 

yang baik akan dapat mengurangi dampak gangguan eksternal 

terhadap kelompok rumah tangga yang rentan tadi.  

2.2 Pendidikan 
 

Seperti yang telah dapat diperkirakan, lama bersekolah kepala 

rumah tangga miskin berada jauh di bawah lama bersekolah kepala 

rumah tangga tidak miskin. Rata-rata lama bersekolah dari kepala 

keluarga kelompok miskin hanyalah sebesar 5,5 tahun di daerah 

perkotaan dan 4,35 di daerah pedesaan. Lama bersekolah ini 

berkorelasi kuat dengan kesempatan menciptakan pendapatan. 

Pendidikan yang tidak sampai menamatkan sekolah dasar ini sangat 

menyulitkan rumah tangga miskin keluar dari kemiskinannya (Tabel 

2.2).  

Rata-rata lama bersekolah kepala rumah 
tangga (tahun) Miskin Tidak Miskin

 2006 2009 2006 2009
- Perkotaan (K) 5,42 5,50 8,73 9,10 
- Pedesaan (D) 4,18 4,35 5,49 6,05 
- Perkotaan + Pedesaan (K+D) 4,63 4,77 7,06 7,59
     

TABEL 2.2 Pendididkan kepala keluarga miskin dan tidak miskin, 2006-2009. Sumber: Susenas 

Panel, Maret  2006 dan Maret 2009, BPS (diolah). 

 

Dalam hal pendidikan tertinggiyang ditamatkan oleh kepala 

keluarga, mayoritas rumah tangga miskin, baik di daerah perkotaan 

maupun pedesaan memiliki kepala rumah tangga dengan tingkat 

pendidikan rendah (Tabel 2.3). Sekitar 80,5 persen rumah tangga 



Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan 21Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

miskin memiliki kepala rumah tangga yang tingkat pendidikannya 

tidak tamat atau hanya tamat SD. Dapat dibayangkan memang bahwa 

rumah tangga ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam 

menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, ada sekitar 19 persen dari 

rumah tangga miskin yang memiliki kepala rumah tangga 

berpendidikan sekolah lanjutan pertama atau atas. Yang cukup 

mengkhawatirkan adalah masih ada pula rumah tangga miskin 

dengan kepala rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi.  

 Tidak SD SLTP SLTA Perguruan 
Rumah tangga miskin 
 -  Perkotaan (K) 34,48 36,97 14,94 13,56 0,55
 -  Pedesaan (D) 43,38 41,52 9,41 5,27 0,42 
 -  Perkotaan + Pedesaan (K+D) 40,51 39,89 11,2 7,94 0,46 
Rumah tangga tidak miskin 
 -  Perkotaan (K) 14,19 22,94 16 33,93 12,94
 -  Pedesaan (D) 31,87 37,93 13,32 13,27 3,6 
 -  Perkotaan + Pedesaan (K+D) 23,85 31,13 14,54 22,64 7,84 
 

TABEL 2.3 Pendididkan kepala keluarga miskin dan tidak miskin, 2006-2009. Sumber: Susenas 

Panel, Maret  2006 dan Maret 2009, BPS (diolah). 

 

Data di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan terakhir kepala rumah tangga akan semakin memperkecil 

kemungkinan rumah tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Hal 

lain yang cukup menarik dapat dilihat pada kecilnya perbedaan 

tingkat pendidikan menengah (khususnya SLTP) pada kepala rumah 

tangga miskin dan tidak miskin, yang mengindikasikan adanya 

pengaruh pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun, walaupun 

belum mampu membebaskan rumah tangga miskin dari kemiskinan 

Di sisi lain, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara 
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rata-rata bersekolah anggota keluarga miskin dan keluarga tidak 

miskin. Di daerah perkotaan di tahun 2009, beda rata-rata tersebut 

memang tercatat sebesar 3,6 tahun. Namun di daerah pedesaan 

perbedaannya hanya 1,7 tahun. Perbedaan sedemikian tidak 

menjadikan kelompok tidak miskin berada di luar kemiskinan secara 

permanen. Kelompok tidak miskin sekalipun, apalagi yang tinggal di 

daerah pedesaan, sangat mungkin menjadi miskin terutama jika 

terjadi gangguan eksternal seperti sakit keras, peningkatan harga, 

bencana alam, dan lainnya.  

Pendidikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak saja 

harus dipahami sebagai pendidikan orang tua (yaitu kepala keluarga 

miskin). Lebih dari itu, pendidikan harus diperhatikan pula bagi anak 

dari keluarga miskin. Anak dari keluarga miskin yang mendapatkan 

pendidikan yang memadai akan memiliki kesempatan yang lebih baik 

keluar dari status miskin di masa depan. 
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GAMBAR 2.1 Angka partisipasi sekolah menurut kelompok usia dan kuintil, 2008. Sumber: 

Susenas Kor, Juli 2008, BPS (diolah). 
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Gambar 2.1 menunjukkan angka partisipasi sekolah (school 

enrollment) dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga termiskin 

(Q1), baik di perkotaan maupun pedesaan, jumlahnya masih jauh di 

bawah rumah tangga terkaya (Q5). Secara umum, anak-anak 

kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari golongan pendapatan 

termiskin (Q1) di pedesaan mampu menyamai kemampuan 

mengakses pendidikan pada kelompok usia yang sama di perkotaan. 

Hal ini tidak lepas dari program wajib belajar 9 tahun yang 

digencarkan oleh Pemerintah. Tetapi, untuk anak-anak kelompok usia 

16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga termiskin (Q1) di 

pedesaan tidak mencapai separuh dari jumlah anak-anak kelompok 

usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga terkaya (Q5) di 

pedesaan. Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena ketiadaan biaya 

bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal lain yang mungkin 

terjadi adalah desakan ekonomi bagi mereka untuk merasa cukup 

dengan pendidikan tertingginya dan kemudian mencari 

pekerjaan/nafkah guna perbaikan kesejahteraan keluarga. 

Rumah tangga miskin memiliki akses yang rendah terhadap 

pendidikan. Selain dicerminkan oleh angka partisipasi, hal tersebut 

juga dicerminkan oleh tingkat putus sekolah. Angka putus sekolah 

untuk anak-anak umur 7-12 tahun dari rumah tangga miskin di tahun 

2009 tercatat sebesar 1,72 persen; dan hal ini hampir lebih dari dua 

kali lipat dari angka putus sekolah untuk kelompok umur yang sama 

bagi keluarga tidak miskin yaitu sebesar 0,79 persen. Untuk kelompok 

umur 13-15 tahun, perbedaan angka putus sekolah untuk anaka-anak 
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dari rumah tangga miskin dan tidak miskin ini ternyata lebih tinggi 

lagi. Di tahun 2009, angka putus sekolah anak-anak umur 13-15 tahun 

dari rumah tangga miskin tercatat sebesar 20,31 persen, sementara 

untuk rumah tangga tidak miskin tercatat sebesar 9,31 persen.  

 
 
GAMBAR 2.2 Persentase anak usia 16-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan. 

Sumber: Susenas 2004. 

 

Lebih jauh lagi, anak-anak dari rumah tangga miskin juga 

memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak dari rumah tangga 

miskin biasanya sedikit sekali yang melanjutkan ke SLTP. Hal ini dapat 

diilustrasikan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.2. Persentase 

anak usia 16-18 tahun menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. 

Ketika sumbu datar mencerminkan lamanya tahun bersekolah, maka 

gambar di atas dapat dipersepsikan seolah-olah sebagai suatu proses 

bersekolah. Terlihat bahwa di enam tahun pertama bersekolah, tidak 

terdapat perbedan yang terlalu besar di antara kelompok pendapatan 

rumah tangga. Pada tahun ke-6, seorang anak lulus SD. Tahun sekolah 

ke-7 adalah SLTP. Di sini mulai terlihat perbedaan persentase di 

q u in tile  1  ( p o o r )

q u in tile  2

q u in tile  3

q u in tile  4

q u in tile  5  ( r ic h )

Tahun Bersekolah 

Persen 
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antara kelompok pendapatan. Kelompok rumah tangga miskin (Q1) 

memiliki kemampuan melanjutkan yang sangat signifikan berbeda 

dibandingkan kelompok rumah tangga kaya (misalnya Q1). Hal yang 

sama terjadi untuk melanjutkan ke SLTA dan Perguruan Tinggi. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin 

memang memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan rumah 

tangga tidak miskin dalam menjaga angka partisipasi, putus sekolah, 

dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, ketiga hal ini 

merupakan kunci dari penanggulangan kemiskinan dalam jangka 

panjang. Pendidikan merupakan harapan agar anak dari keluarga 

miskin pada saatnya nanti tidak akan meneruskan status miskin 

keluarganya saat ini. Rendahnya akses pada pendidikan anak-anak 

dari keluarga miskin membuat mereka nantinya sulit bersaing di pasar 

kerja dan terpaksa memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah, 

dan besar kemungkinan mereka pun akan bergelut dengan 

kemiskinan. Dengan kata lain, akses yang rendah pada pendidikan 

membuat kemiskinan ‘diwariskan’ ke generasi berikutnya. 

2.3 Ketenagakerjaan  
 

Karakteristik lain yang perlu diungkap adalah dimensi 

ketenagakerjaan. Dua hal akan menjadi perhatian di sini, yaitu sumber 

(sektor) penghasilan utama, dan status pekerjaan.  Tabel 2.4 

menunjukkan sebaran dalam angka persen dari seluruh jumlah rumah 

tangga miskin dan tidak miskin berdasarkan sumber penghasilan 

utama rumah tangga pada tahun 2009.  
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Terlihat bahwa mayoritas rumah tangga miskin bekerja di sektor 

pertanian, dan persentase yang tinggal di pedesaan lebih besar 

dibanding perkotaan. Sementara yang bekerja di sektor industri dan 

jasa lainnya masih besar yang di perkotaan daripada di pedesaan. Jika 

dilihat secara keseluruhan, lebih dari separuh (64,55 persen) rumah 

tangga miskin menggantungkan sumber penghasilannya dari sektor 

pertanian. Pertanian masih menjadi konsentrasi kemiskinan di 

Indonesia.  

Tingkat kemiskinan juga ternyata cukup intensif di  kelompok 

rumah tangga yang kepala rumah tangganya tidak bekerja. Rumah 

tangga ini umumnya berisikan kelompok lanjut usia dengan sumber 

penghasilan utamanya berasal dari transfer atau pensiunan. Di tahun 

2009, secara total (perkotaan dan pedesaan), sekitar 12,99 persen 

rumah tangga pada kelompok ini tergolong miskin. Hal ini 

menyiratkan lagi pentingnya pengembangan sistem jaminan sosial 

bagi penduduk usia lanjut. 

 
Karakteristik rumah tangga Tidak Pertanian Industri Jasa dan 
Rumah tangga miskin  
 -  Perkotaan (K) 17,79 48,66 12,7 38,63 
 -  Pedesaan (D) 10,22 76,12 10,28 13,6 
 -  Perkotaan + Pedesaan (K+D) 12,99 64,65 11,29 24,06 
Rumah tangga tidak miskin  
 -  Perkotaan (K) 16,74 24,73 14,85 60,41 
 -  Pedesaan (D) 9,63 68,91 5,04 26,05 
 -  Perkotaan + Pedesaan (K+D) 13,2 47,37 9,83 42,81 
  

TABEL 2.4 Distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut sumber penghasilan 

utama, 2009  (persen). Sumber: BPS (2009). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009: 

Tabel 4.18 
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Selain sumber penghasilan utama, atau jenis lapangan kerja 

utama memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan rumah 

tangga, status pekerjaan kepala rumah tangga juga digunakan dalam 

analisis karakteristik rumah tangga miskin. Tabel 2.5 menunjukkan 

sebaran rumah tangga miskin atau tidak miskin menurut status 

pekerjaan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga dengan status 

pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh/pekerja 

tidak tetap/tidak dibayar, dan pekerja tidak dibayar memiliki proporsi 

rumah tangga miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan status 

pekerjaan yang lain.  

Kepala rumah tangga miskin kebanyakan memiliki mata 

pencaharian dengan berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh 

tidak tetap/tidak dibayar. Jika digabungkan dengan kelompok pekerja 

yang tidak dibayar, maka ketiga kelompok tersebut mengkontribusi 

sekitar setengah dari rumah tangga miskin di Indonesia. Ketiga 

kelompok tersebut mencerminkan sektor informal di perekonomian. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor informal sangatlah rentan 

terhadap kemungkinannya menjadi miskin.  

2.4 Tempat Tinggal (Perumahan) 
 

Karakteristik lain yang juga penting untuk diperhatikan bagi 

kelompok rumah tangga miskin adalah tempat tinggal (perumahan). 

Dua karakteristik tempat tinggal disajikan pada Tabel 2.6, yaitu luas 

lantai dan sumber air minum.  

Tabel 2.6 menunjukkan bahwa rumah tangga miskin cenderung 
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memiliki tempat tinggal dengan luas lantai yang lebih kecil. Luas 

lantai rumah mencerminkan keleluasaan melakukan aktivitas rumah 

tangga. Keleluasaan aktivitas tersebut terkait erat dengan kemampuan 

untuk bekerja dari rumah, beristirahat, belajar, dan kegiatan rumah 

tangga lainnya.  

Di sisi lain, akses air bersih dari rumah tangga miskin ternyata 

lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Sebaliknya, 

akses rumah tangga miskin terhadap sumber air lainnya (meliputi 

mata air, sumur tidak terlindungi, air sungai dan air hujan) ternyata 

lebih tinggi dibandingkan akses rumah tangga tidak miskin.  

Karakteristik Rumah tangga, Tidak 1-2 3 4 dan 6 5
Rumah tangga miskin   
 - Perkotaan (K) 14,16 43,66 1,27 33,81 7,11
 - Pedesaan (D) 7,3 63,19 1,47 20,83 7,21
 - Perkotaan + Pedesaan (K+D) 9,81 56,04 1,2 25,56 7,17
Rumah tangga tidak miskin   
 - Perkotaan (K) 14,38 32,23 5,65 45,11 2,62
 - Pedesaan (D) 7,13 58,03 4,38 25,87 4,59
 - Perkotaan + Pedesaan (K+D) 10,77 45,07 5,02 35,54 3,6

 

 

Klasifikasi status pekerjaan: 
1, Berusaha sendiri 
2, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh 
tidak dibayar 
3, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh 
dibayar 
 

 
4, Buruh/karyawan/pegawai 
5, Pekerja tidak dibayar 
6, Lainnya 
7, Pekerja tidak dibayar. 
 

TABEL 2.5  Distribusi rumah tangga miskin dan tidak miskin menurut status pekerjaan,  2009 
(persen). Sumber:  BPS (2009). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009: Tabel 4.19 
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Selain air bersih, rumah tangga miskin juga menghadapi 

persoalan akses pada sanitasi yang layak. Seperti ditunjukkan oleh 

gambar 2.3, hanya satu dari lima rumah tangga miskin yang memiliki 

akses terhadap sanitasi layak. Tingkat akses pada sanitasi layak 

berbanding lurus dengan kelompok pendapatan. Ada perbaikan dari 

tahun 2004 ke 2007, tapi peningkatan akses pada sanitasi terjadi paling 

besar pada kelompok pendapatan terkaya, sementara di kelompok 

rumah tangga miskin tidak terlihat perubahan berarti. 

Intensitas kemiskinan berbanding terbalik dengan luas lantai 

rumah. Di sisi lain, lebih dari setengah rumah tangga tidak miskin 

memiliki luas lantai di atas 16 m2. Sebelumnya telah diuraikan bahwa 

rumah tangga miskin memiliki rata-rata anggota rumah tangga yang 

lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jika kemudian 

informasi tersebut digabungkan dengan data bahwa rumah tangga 

miskin juga memiliki rata-rata luas lantai rumah yang lebih kecil 

dibandingkan rumah tangga tidak miskin, maka dapat disimpulkan 

bahwa keleluasaan aktivitas rumah tangga miskin berada jauh di 

bawah keleluasaan rumah tangga tidak miskin.  
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Karakteristik Rumah tangga, 
Menurut Daerah 

Luas Lantai Sumber Air 
Kurang 9-15m2 Lebih Air Lainnya

Rumah tangga miskin  
 - Perkotaan (K) 40,36 35,19 24,45 75,16 24,84
 - Pedesaan (D) 36,22 36,04 27,74 43,57 56, 43
 - Perkotaan + Pedesaan (K+D) 37,51 35,78 26,72 53,36 46,64
Rumah tangga tidak miskin   
 - Perkotaan (K) 17,20 29,02 53,78 91,36 8,64
 - Pedesaan (D) 13,24 31,30 55,46 59,61 40,39
 - Perkotaan + Pedesaan (K+D) 15,98 30,30 54,72 73,47 26,53

 

Catatan: Air bersih terdiri dari air yang dibeli, PAM/PDAM, mata air dan sumber terlindung. Lainnya 

meliputi mata air dan sumur tidak terlindungi, air sungai, air hujan, dll.  

TABEL 2.6 Distribusi rumah tangga miskin menurut  luas lantai dan sumber air minum, 2009 

(persen). Sumber:  BPS (2009). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009: Tabel 4.20, 4.25 
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GAMBAR 2.3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitas layak menurut 

kelompok pendapatan. Sumber: Susenas 2004 dan 2007, dari Bappenas (2009). 

 

Ada hubungan dua arah antara kualitas tempat tinggal dan 

kemiskinan. Kemiskinan memang menjadi alasan penduduk miskin 

tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat. Di saat 

yang sama, tinggal di rumah yang sempit dengan ukuran rumah 

tangga lebih besar dari rata-rata, dengan akses pada air bersih dan 
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sanitasi yang tidak memadai, membuat penduduk miskin lebih rentan 

terhadap penyakit menular, terutama terkait gangguan pernapasan 

dan pencernaan. Untuk kelompok miskin, jika mereka sakit hingga 

tidak bisa bekerja, artinya sangat besar untuk pendapatan rumah 

tangga. Apalagi jika anggota mereka sampai harus mengeluarkan biaya 

untuk pengobatan. Untuk anak-anak, kerentanan terhadap penyakit 

gangguan pernapasan dan pencernaan di usia dini akan 

mempengaruhi proses perkembangan fisik dan kecerdasaan mereka, 

yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia 

mereka ketika dewasa. 

2.5 Kesehatan 
 

Persoalan lain terkait kemiskinan adalah kesehatan dan akses 

pada layanan kesehatan. Di bagian ini pembahasan akan fokus pada 

layanan kesehatan terkait anak-anak dan balita. Di Gambar 2.4 

terlihat, angka kematian bayi per seribu penduduk untuk dua 

kelompok rumah tangga termiskin jauh lebih tinggi dari angka 

kematian bayi di tiga kuintil teratas. Bahkan, angka kematian bayi di 

kuintil terbawah lebih dari dua kali angka untuk kelompok terkaya. 

Tingginya angka kematian bayi untuk di kelompok termiskin 

mencerminkan disparitas di banyak hal lain, termasuk askes pada 

tenaga medis dan layanan kesehatan modern. Gambar 2.5 

menunjukkan, lebih dari 40 persen ibu dari kelompok termiskin 

melahirkan tanpa bantuan tenaga medis modern (dokter atau bidan). 

Disparitas antara rumah tangga termiskin dan terkaya makin besar 
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jika kita melihat hanya dalam hal akses pada dokter. Artinya, 

keberadaan bidan, terutama bidan desa, selama ini sangat signifikan 

dalam memperkecil kesenjangan akses terhadap tenaga kesehatan 

modern. 

 

 

GAMBAR 2.4 Angka kematian bayi per seribu kelahiran menurut kelompok pendapatan rumah 

tangga. Sumber: Survey Demografi dan Kesehatan  2007, dari Bappenas (2009). 

 

Bayi yang lahir dari orangtua di kelompok rumah tangga miskin 

lebih mungkin lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2500 gram. 

Banyak studi menyimpulkan, berat badan rendah ketika lahir terkait 

dengan banyak problem kesehatan lainnya dalam masa pertumbuhan. 

Data Riset Dasar Kesehatan (Riskedas) 2007 yang dikutip oleh 

Bappenas (2009) menunjukkan, 13 persen bayi yang lahir dari keluarga 

di kuintil terbawah memiliki berat badan di bawah 2500 gram, lebih 

besar dari kuintil-kuintil di atasnya yang berkisar antara 10-11 persen. 

Dalam periode selanjutnya pun anak-anak dari keluarga miskin 

cenderung punya kualitas pertumbuhan yang lebih buruk. Proporsi 
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anak-anak di bawah 5 tahun yang punya masalah gizi buruk/rendah, 

serta tinggi dan berat badan di bawah normal lebih besar dibanding 

anak-anak dari keluarga yang lebih mampu (Gambar 2.6). 
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GAMBAR 2.5 Persentase persalinan yang dibantu oleh Dokter dan Bidan menurut kelompok 

pendapatan rumah tangga. Sumber: Susenas 2007, dari Bappenas (2009). 

 

Terkait eratnya problem kemiskinan dengan pendidikan dan 

kesehatan bisa menimbulkan masalah baru: lingkaran setan 

kemiskinan. Anak yang lahir dari keluarga miskin akan memiliki 

kualitas sumber daya manusia yang rendah. Ketika dewasa dan masuk 

ke pasar kerja, mereka juga besar kemungkinan lebih sulit 

berkompetisi dan terjebak di pekerjaan-pekerjaan dengan penghasilan 

rendah. Akhirnya mereka pun tidak bisa lepas dari kemiskinan seperti 

orang tua mereka. Itulah mengapa kebijakan kemiskinan, selain 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari sisi pendapatan, 

juga harus bisa memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi ini. 
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GAMBAR 2.6 Persentase bayi yang lahir dengan berat badan di bawah normal, balita dengan 

gizi buruk dan tinggi sert a berat badan di bawah norma,l menurut kelompok pendapatan rumah 

tangga. Sumber: Riskesdas 2007, dari Bappenas (2009). 
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Target Pemerintah dan Tujuan 

Pembangunan Milenium dalam 
Penanggulangan Kemiskinan 

 

Penanggulangan kemiskinan adalah 

tujuan utama pembangunan nasional 

serta prioritas kebijakan pemerintah 

 

ngka resmi BPS menunjukkan bahwa proporsi penduduk 

miskin pada tahun 1999 adalah sekitar 23,4 persen. 

Pemerintah telah berusaha keras untuk menurunkan 

kembali tingkat kemiskinan. Pada tahun 2010 ini, tingkat kemiskinan 

nasional adalah 13,33 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 

31,02 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan 

bukanlah hal yang mudah untuk dicapai walaupun perekonomian 

telah lepas dari krisis. 

Saat ini, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas 

utama pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan 

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2010-1014. Sasaran pokok pembangunan 

Bab

3

A 
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dalam periode ini ialah: 

1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 persen setiap 

tahunnya dan menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2014 

2. Inflasi nasional rata-rata sebesar 4 – 6 persen per tahun 

3. Tingkat Pengangguran sebesar 5 – 6 persen pada tahun 2014 

4. Tingkat Kemiskinan sebesar 8 –10 persen pada tahun 2014 

 

Sasaran tingkat kemiskinan sebesar 8-10 persen pada tahun 2014 

merupakan tantangan besar kegiatan penanggulangan kemiskinan. 

Diperlukan perangkat bagi percepatan penanggulangan kemiskinan, 

yang dirumuskan melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

Terselenggaranya pelaksanaan percepatan penanggulangan 

kemiskinan pada masing-masing kelompok program, baik di tingkat 

nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka 

mewujudkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 8 (delapan) 

persen pada tahun 2014; 

Melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui 

keterpaduan, sinkronisasi dan keselarasan serta sinergi pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, 

provinsi dan kabupaten/kota; 

Terselenggaranya pengawasan, pengendalian serta monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program penanggu-

langan kemiskinan;  

Terselenggaranya efektifitas anggaran dalam pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, 
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provinsi dan kabupaten/ kota. 

3.1 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 
 

Di samping sebagai permasalahan nasional, kemiskinan juga 

merupakan permasalahan dunia. Hal ini terlihat dari Deklarasi 

Milenium (Millenium Declaration) yang telah disepakati pada 

September 2000 oleh 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. 

Deklarasi tersebut dikenal dengan tujuan pembangunan milenium 

(Millenium Development Goals atau MDGs). Tujuan pembangunan 

milenium terdiri dari 8 tujuan (goals) yang ingin dicapai pada tahun 

2015. Tujuan-tujuan tersebut telah dirinci ke dalam 18 sasaran 

(targets) dengan 48 indikator untuk mengukur tingkat pencapaian dari 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Kedelapan komponen MDGs adalah sebagai berikut: (1) 

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan 

dasar untuk semua kalangan; (3) Mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) 

Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan 

penyakit menular lainnya; (7) Memastikan keberlanjutan lingkungan 

hidup; dan (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan. 

Dari komponen-komponen MDGs terlihat bahwa 

penanggulangan kemiskinan dan kelaparan merupakan prioritas 

utama. Sejalan dengan MDGs, indikator yang banyak digunakan 

secara internasional untuk melihat kinerja pembangunan adalah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini mencakup dimensi 
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kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Gambar 3.1 memperlihatkan 

bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di wilayah Asia, 

seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan China, IPM untuk Indonesia 

dari 1975 hingga 2003, masih lebih rendah. Bahkan, sejak 2000 IPM 

Indonesia menjadi di bawah Vietnam.  
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GAMBAR 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia beberapa negara Asia. Sumber: 

UNDP (2009), Human Development Report 

 

Indonesia sendiri menghadapi masalah tingginya kesenjangan 

IPM antarwilayah. Secara umum IPM provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera dan Jawa ada di sekitar nilai IPM Indonesia. Sementara itu, 

nilai IPM provinsi-provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 

Papua, ada agak jauh di bawah IPM Indonesia. Kesenjangan dimensi 

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan merupakan pekerjaan rumah 

yang sifatnya jangka panjang dan harus didekati dengan secara 
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sistematis dalam keseluruhan paradigma pembangunan Indonesia.  

Untuk itu, Pemerintah Indonesia menyusun rencana 

pembangunan dalam beberapa tahapan, dengan struktur dan 

mekanisme yang dipresentasikan dalam Gambar 3.2. Dari bagan 

dalam gambar ini terlihat bahwa dengan adanya MDGs dan konvensi 

internasional lainnya, mendorong Pemerintah Indonesia untuk 

menyusun rencana pembangunan yang lebih rinci, yaitu rencana kerja 

pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka 

menengah (RPJM), dan rencana strategis (Renstra), dan Rencana Kerja 

Pemerintah tahunan (RKP). 
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GAMBAR 3.2 Penanggulangan kemiskinan dalam kerangka Pembangunan Nasional. 

 
RPJM yang dijabarkan dalam Renstra ini dituangkan secara rinci 

ke dalam program sektoral dan regional. Program sektoral didukung 

dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan program regional didukung dengan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mempermudah pelaksanaan, 

monitoring, dan evaluasi pencapaian dari pelaksanaan rencana-

rencana tersebut, disusun program jangka pendek yang merupakan 

rencana kerja tahunan (RKP). Program ini merupakan penjabaran dari 

agenda pembangunan jangka menengah dimana semua program 

tersebut memprioritaskan penanggulangan kemiskinan. 
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3.2 Target Penanggulangan Kemiskinan 
 

Dari gambaran di atas jelas sekali bahwa tujuan utama 

pembangunan nasional adalah penanggulangan kemiskinan. 

Sehingga perlu dilakukan peninjauan terkait dengan pencapaian serta 

target di setiap tahapan, di antaranya target jangka menengah pada 

2009 dan target MDGs pada 2015. Monitoring terhadap pencapaian 

dari masing-masing indikator ini sangat penting karena merupakan 

evaluasi kinerja dari program yang telah dilaksanakan serta dasar 

perencanaan atau strategi pembangunan akan datang, yang harus 

disesuaikan dengan sumber daya dan alokasi waktu yang ada hingga 

2015. 

Target MDGs menyebutkan, pada 2015 tingkat kemiskinan 

ekstrem harus diturunkan hingga menjadi separuh dari keadaan di 

tahun 1990. Jika yang dijadikan patokan adalah persentase penduduk 

miskin yang hidup dengan konsumsi per hari di bawah US$1, pada 

dasarnya target itu sudah tercapai (Gambar 3.3). Tapi bukan berarti 

kita bisa bersuka cita, karena standar garis kemiskinan US$1 per hari 

mungkin bukanlah target paling tepat buat Indonesia. Alternatifnya, 

pemerintah akan lebih fokus untuk menurunkan tingkat kemiskinan 

dengan garis kemiskinan perhitungan BPS, seperti yang selama ini 

dijadikan angka kemiskinan resmi. Angka kemiskinan nasional di 

tahun 1990 sebesar 15,1 persen, maka itu berarti tahun 2015 angka 

kemiskinan menjadi 7,55 persen (Gambar 3.4). Ada satu hal penting 

terkait target ini. Pertama, angka di tahun 1990 dihitung berdasarkan 
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metode sebelum adanya revisi perhitungan di tahun 1998. Setelah 

revisi, angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Masih ada perdebatan 

seputar apakah angka 15,1 persen merupakan patokan awal yang 

paling tepat untuk menetapkan target penurunan kemiskinan. 

Terlepas dari masih adanya perdebatan soal ini, yang pasti 

pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan 

sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

 

GAMBAR 3.3 Target MDG terkait proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah USD 1 

PPP/org/hari dan USD 2 PPP/org/hari. Sumber: Bank Dunia, berbagai publikasi dan tahun. 
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GAMBAR 3.4 Target MDG terkait proporsi penduduk miskin dengan Garis Kemiskinan BPS. 

Sumber: BPS, berbagai publikasi dan tahun. 

 

3.3 Sejumlah Target MDGs lainnya 
 

Di bab sebelum ini kita sudah membahas bagaimana persoalan 

kemiskinan sangat erat terkait dengan pendidikan dan kesehatan. 

MDGs juga menetapkan sejumlah target untuk bidang pendidikan dan 

kesehatan. Pencapaian target di dua bidang ini tentu tidak bisa 

dilepaskan dari, dan akan bahu-membahu dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan. 

Untuk pendidikan, target MDGs mencakup angka melek huruf 

penduduk usia 15-24 tahun serta partisipasi pendidikan dasar (SD dan 

SMP) menjadi seratus persen di tahun 2015. Jika kita lihat kondisi saat 

ini dan tren umum, tidak ada hambatan untuk mencapai ketiga target 

itu. Angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 saat ini sudah 

mencapai 99.5 persen (Gambar 3.5). Tingkat partisipasi murni Sekolah 
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Dasar sekarang ada di angka 95 persen. Meski di awal dekade 2000an 

peningkatan angka partisipasi di tingkat ini sempat mengalami 

perlambatan, target angka partisipasi universal di tahun 2015 adalah 

sesuatu yang bisa dicapai. Demikian halnya dengan partisipasi di 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (Gambar 3.6). Untuk bidang 

pendidikan, target MDGs di tingkat nasional memang bukan hal yang 

sulit. Tantangannya lebih pada bagaimana memastikan bagaimana 

kemajuan di bidang ini ikut dinikmati oleh kelompok miskin. Program 

Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya untuk mencapai 

target ini. Caranya adalah dengan menjadikan bantuan tunai sebagai 

insentif bagi keluarga miskin penerima bantuan memastikan agar 

anak mereka di usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan mereka. 

 

GAMBAR 3.5 Tren dan target MDG di bidang angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. 

Sumber: BPS, Susenas, berbagai tahun. 
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GAMBAR 3.6 Tren dan target MDG di bidang partisipasi murid usia SD dan SMP. Sumber: BPS, 

Susenas, berbagai tahun. 

 

Tantangan lebih besar terlihat untuk bidang kesehatan. Target 

MDGs di bidang kesehatan mencakup, antara lain, penurunan Angka 

Kematian Ibu saat melahirkan (AKI) dari menjadi 102 kematian per 

seratus ribu kelahiran di tahun 2015. Data Survey Demografi dan 

Kesehatan (SDKI) terakhir menunjukkan, AKI tahun 2007 masih 

sebesar 228 kematian per seratus ribu kelahiran (Gambar 3.7). 

Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) serta Angka 

Kematian Balita (AKABA).  

AKB Indonesia di tahun 2007 masih sebesar 44 per seribu 

kelahiran hidup. Ini masih jauh di atas target tahun 2015 yaitu 32 

kematian per seribu kelahiran hidup. Demikian halnya dengan 

AKABA. Dari target 23 kematian balita per seribu kelahiran hidup di 

tahun 2015, AKABA di tahun 2007 masih sebesar 34 (Gambar 3.8). 

Artinya, untuk mencapai target MDGs di bidang kesehatan, masih 
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diperlukan kerja keras dan perhatian khusus dari pemerintah dan 

seluruh elemen masyarakat. 

 

GAMBAR 3.7 Tren dan target MDG di bidang Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran. 

Sumber: BPS, Survey Demografi dan Kesehatan, berbagai tahun. 

 

GAMBAR 3.8 Tren dan target MDG di bidang Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 

per 1.000 kelahiran. Sumber: BPS, Survey Demografi dan Kesehatan, berbagai tahun. 
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Strategi Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 
 

Paradigma, pilar serta prioritas kebijakan 

penganggulangan kemiskinan. 

 

enanggulangan kemiskinan memerlukan upaya sistematis 

yang bersifat komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa 

upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen 

masyarakat miskin. Bab ini menjelaskan paradigma dan pilar yang 

mendasari kebijakan penanggulangan kemiskinan Indonesia ke 

depan. 

4.1 Paradigma Penanggulangan Kemiskinan 
 

Paradigma penanggulangan kemiskinan di Indonesia didasarkan 

pada empat prinsip: pemabangunan yang inklusif, akses masyarakat 

miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok 

masyarakat miskin, dan memperbaiki dan mengembangkan sistem 

perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. 

 

Bab

4

P
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4.1.1. Pembangunan yang inklusif 
 

Konsep ini mengandung pengertian bahwa pembangunan 

mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh 

masyarakat Indonesia. Fakta di berbagai negara, juga pengalaman 

pembangunan ekonomi Indonesia selama empat dekade teakhir, 

menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu 

perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung 

pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu 

menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Pada 

gilirannya akan ada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, 

peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.  

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam 

negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk 

dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan 

kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu 

juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, 

perpajakan dan perlindungan kepemilikkan. Selanjutnya, usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus 

menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor.  

Paradigma pembangunan inklusif mengandung arti lebih dari 

sekedar melihat hasil pembangunan secara agregat. Artinya indikator-

indikator pembangunan seperti peningkatan pendapatan per kapita 

tidak hanya dievaluasi secara agregat, tapi juga berdasarkan kelompok 
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dalam penduduk – berdasarkan pendapatan, daerah, sektor, gender 

dan lainnya. Contohnya, bukan hanya kita ingin agar pendapatan per 

kapita tumbuh sebesar sekian persen. Kita juga perlu memastikan agar 

pendapatan di kelompok termiskin atau yang termarjinalkan juga 

tumbuh sebesar itu, bahkan lebih tinggi, agar kesenjangan 

pembangunan tidak makin lebar. 

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks 

kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat 

pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang 

berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk 

karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal 

menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.  

Untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, kita 

juga perlu memberi prioritas lebih besar pada sektor pedesaan dan 

pertanian. Daerah pedesaan dan sektor pertanian juga merupakan 

tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, 

pengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanian 

memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan 

pengurangan kemiskinan secara signifikan. 

Tapi sangat penting untuk diingat, prioritas lebih besar pada 

sektor pedesaan dan pertanian bukan berarti membuat dikotomi 

antara sektor ini dengan lainnya. Prioritas lebih besar juga bukan 

berarti sektor pedesaan dan pertanian terus diproteksi atau diisolasi 

dari ekonomi pasar, atau diterjemahkan dalam bentuk subsidi yang 
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berlebihan. Penting diingat bahwa mayoritas penduduk miskin, meski 

bekerja di sektor pertanian, juga merupakan konsumen dari produk-

produk pertanian terutama pangan. Proteksi yang berlebihan 

terhadap sektor pertanian, misalnya lewat tarif impor, justru bisa 

memukul penduduk miskin ketika terjadi kenaikan harga pangan 

domestik. 

Pembangunan inklusif bertujuan agar penduduk di desa dan yang 

bekerja di sektor pertanian bisa lebih produktif. Untuk meningkatkan 

produktifitas sektor pertanian, diperlukan investasi publik di bidang 

sarana dan prasarana penunjang produktifitas seperti pengairan. 

Akses petani di desa terhadap kredit dan teknologi juga perlu 

ditingkatkan. Bukan hanya teknologi pertanian itu sendiri tapi juga 

teknologi informasi dan komunikasi. Dengan teknologi komunikasi 

dan informasi, petani di desa bisa memantau pergerakan harga, 

kondisi cuaca dan jalur-jalur pemasaran produk. Selain peningkatan 

produktifitas, penduduk desa juga perlu makin terintegrasi dengan 

kegiatan ekonomi produktif di kota dan sektor industri serta jasa. 

Pembangunan jalan desa serta sarana dan prasarana transportasi, 

adalah contoh kebijakan spesifik yang bisa dilakukan.  

Dalam menjalankan pembangunan yang inklusif, partisipasi 

masyarakat menjadi kata kunci dari seluruh proses. Pembangunan 

yang partisipatif artinya menjadikan masyarakat bukan semata-mata 

objek yang pastif atau ’penerima’  dalam proses pembangunan. Satu 

contoh kasus partisipasi dalam hal penanggulangan kemiskinan 

adalah bagaimana komunitas terlibat dalam menentukan siapa yang 
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berhak mendapat bantuan tunai. Sejumlah program pembangunan 

juga sudah dijalankan dengan metode partisipatif, masyarakat – dari 

lingkup kecil setingkat komunitas – sudah terlibat dalam identifikasi 

kebutuhan, penyusunan target, pelaksanaan hingga pengawasan. 

Melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat tentu bukan hal 

yang mudah. Tapi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses 

pembangunan akan memberikan rasa kepemilikan terhadap program-

program yang dijalankan sehingga efektifitas akan lebih besar. 

 

4.1.2 Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 
 

Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan 

pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi 

akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, 

akses terhadap pelayanan dasar akan berperan dalam meningkatkan 

kualitas modal manusia (human capital) terutama di kalangan miskin.  

Berbicara tentang peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, 

ada dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana supaya anggaran 

pemerintah bisa lebih fokus dan ditargetkan pada sektor-sektor yang 

paling menguntungkan penduduk miskin. Sektor-sektor ini ntara lain 

mencakup penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dasar, 

termasuk air bersih dan sanitasi, pembangunan infrastruktur seperti 

jalan dan listrik di desa supaya kegiatan ekonomi warga miskin bisa 

makin produktif, dan membangun sistem jaminan sosial. Kedua, 

bukan hanya menyediakan dana, tapi juga harus memikirkan 

bagaimana supaya layanan publik tersebut bisa berkualitas, dan bisa 
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diakses warga miskin. Kita tidak bisa berhenti hanya pada 

’menyediakan’. Kita bisa membangun banyak Sekolah Dasar atau 

Puskesmas. Tapi itu tidak akan ada artinya jika tenaga pengajar dan 

kesehatan tidak tersedia, fasilitas penunjang seperti papan tulis atau 

obat-obatan tidak tersedia, atau penduduk miskin tetap harus 

menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai fasilitas itu. 

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat 

miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan 

harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan 

cara yang terefektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari 

kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara 

penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan 

melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat 

mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar 

kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya, seperti 

dibahas di bab-bab sebelum ini.  

Di bidang pendidikan, pemerintah berkomitmen untuk 

memenuhi amanat UUD 1945 dengan mengalokasikan 20 persen 

APBN untuk fungsi pendidikan. Tapi anggaran yang lebih besar 

bukanlah akhir dari upaya peningkatan akses pada pendidikan. Justru, 

anggaran baru awal. Kita perlu mengidentifikasi lebih dalam masalah-

masalah di sektor pendidikan, terutama akses pada pendidikan. 

Sebagian masalah ada di sisi penawaran (supply): ketidaktersediaan 

sekolah, atau biaya yang mahal. Biaya ini pun harus dilihat lebih 
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spesifik, apakah biaya langsung (SPP) atau tidak langsung 

(transportasi, baju seragam. Sebagian masalah ada di sisi permintaan. 

Ini terkait persepsi orang tua tentang keuntungan dari meyekolahkan 

anaknya hingga selesai.  

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan 

adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang 

lebih baik, akan dapat meningkatkan produktifitas dalam bekerja dan 

berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka 

untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari 

kemiskinan. Meski belum sebesar anggaran untuk pendidikan, 

sebenarnya pengeluaran pemerintah nasional dan daerah di bidang 

kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi jika 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga, relatif terhadap PDB, 

kita masih tertinggal. Masih lebih rendah dibandingkan Thailand, 

Malaysia, bahkan Vietnam dan India.  

 

4.2.3 Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin 
 

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk 

tidak memperlakukan orang miskin semata-mata sebagai obyek 

pembangunan. Sebaliknya, upaya untuk memberdayakan orang 

miskin sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar orang miskin dapat 

berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh 

kembali ke dalam kemiskinan. 

Pentingnya pelaksana strategi ini menimbang kemiskinan juga 
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biasanya disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang 

tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output 

pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok 

masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, 

dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati hasil pembangunan 

tersebut secara proporsional. Bahkan, sering proses pembangunan itu 

justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik 

maupun sosial. 

Begitu juga, konsep pembangunan yang ditujukan untuk 

menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-

bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tiadanya 

penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program 

pengentasan kemiskinan berasal dari – dan sepenuhnya ditangani – 

oleh pemerintah (pusat). Petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk 

teknis (juknis) implementasi program selalu dibuat seragam tanpa 

memperhatikan karakteristik masyarakat miskin di masing-masing 

daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai 

korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. 

Untuk itu,  satu upaya menyeluruh penanggulangan kemiskinan harus 

juga disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin.  

Pemberdayaan kelompok miskin pada hakikatnya berusaha 

meningkatkan taraf hidup penduduk miskin tanpa membuat mereka 

tergantung pada program bantuan. Program penanggulangan 

kemskinan yang bersifat karitatif mungkin akan menyelesaikan 

kemiskinan secara sesaat. Tapi pendekatan seperti ini tidak bertahan 



Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan 59Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

di jangka panjang, karena penduduk miskin cenderung jadi 

tergantung. Pemberdayaan, di sisi lain, bertujuan agar kelompok 

miskin bisa lebih produktif dan bisa mengembangkan potensi diri 

maupun bersama. Misalnya dengan menumbuhkan semangat 

kewirausahaan di kalangan penduduk miskin. 

 

4.1.4 Memperbaiki dan mengembangkan sistem 
perlindungan sosial  

 

Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu 

individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) 

dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, 

kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan 

sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan 

mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami 

guncangan tidak sampai jatuh miskin.  

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya 

jumlah masyarakat  yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. 

Sebagai contoh, jumlah penyandang cacat pada tahun 2004 

dilaporkan sekitar 1,8 juta orang dengan populasi terbesar merupakan 

tuna daksa atau cacat tubuh. Sedangkan jumlah anak dan lanjut usia 

yang telantar mencapai 6,6 juta orang. Di samping menghadapi 

masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga 

dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua 

(population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini di-

khawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi 
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muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio keter-

gantungan.  

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya 

kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena 

itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang 

jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk 

melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin atau 

mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. 

Jaminan sosial pada dasarnya bertujuan memberikan mekanisme 

manajemen risiko pada penduduk, khususnya mereka yang 

berpendapatan rendah. Manajemen risiko bisa dibedakan menjadi 

upaya-upaya mitigasi risiko, yaitu meminimalkan potensi kerugian, 

dan upaya bertahan hidup (coping) setelah risiko menjadi kenyataan. 

Mitigasi adalah antisipasi yang dilakukan sebelum guncangan terjadi 

(ex ante), sementara bertahan hidup adalah tindakan yang dilakukan 

setelah terjadinya guncangan (ex post). Asuransi jiwa, kerugian dan 

kesehatan adalah satu contoh mitigasi risiko. Konsumen membayar 

sejumlah premi, dan ketika ia menghadapi sesuatu yang 

mengharuskannya mengeluarkan sejumlah uang (misalnya biaya 

pengobatan), sebagian atau seluruh biaya itu dibayarkan oleh 

asuransi. Tapi mayoritas penduduk miskin tidak punya akses pada 

asuransi. Alasan utamanya cukup jelas, mereka tidak punya cukup 

uang untuk disisihkan buat pengeluaran asuransi. Minimnya akses 

pada asuransi membuat ekonomi rumah tangga miskin akan sangat 

terpukul jika ada anggota keluarga yang sakit sehingga tidak bisa 
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bekerja, atau memerlukan biaya pengobatan yang cukup besar. 

Untuk bertahan hidup setelah guncangan terjadi, yang umum 

dilakukan adalah menggunakan tabungan atau menjual aset rumah 

tangga lainnya seperti hewan ternak. Tapi kebanyakan kelompok 

miskin tidak punya tabungan atau aset untuk dujual. Selama ini 

kelompok miskin mengandalkan mekanisme informal dalam 

menghadapi guncangan atau ketidakpastian. Mengandalkan bantuan 

dari keluarga, kerabat dekat atau tetangga adalah bentuk mekanisme 

informal paling umum. Hingga taraf tertentu, mekanisme informal ini 

cukup efektif memberikan perlindungan buat kelompok miskin dalam 

ketidakpastian. Tapi mekanisme informal jelas punya banyak 

kelemahan. Pertama, ia tidak selalu tersedia. Tidak setiap hari kerabat 

atau tetangga kita punya uang untuk dipinjamkan. Kedua, mekanisme 

informal tidak akan efektif untuk guncangan berskala besar seperti 

krisis ekonomi, karena semua penduduk akan terkena dampaknya. Di 

sinilah dibutuhkan sebuah kebijakan yang bisa memberikan akses 

penduduk, khsusunya kelompok miskin, pada mekanisme jaminan 

sosial. 

4.2 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
 

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan 

kemiskinan pemerintah menganggap perlu dilakukan penguatan 

kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan 

kemiskinan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi secara 

terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan 
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penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang 

Percepatan Penangulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim 

Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang 

akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas 

pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian 

program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai 

kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu 

TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan meliputi : 

1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan 

menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama 

untuk semua program bantuan sosial 

2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi 

duplikasi pemberian bantuan 

3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program 

agar efisien dan efektif 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program 

penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan 

ditindaklanjuti 

 

Pemerintah selanjutnya menetapkan 3 (tiga) kelompok program 

penanggulangan kemiskinan dan program-program lainnya yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan 
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ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Ketiga kelompok 

program penangulangan kemiskinan adalah: 

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga 

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat 

3. Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 

4.2.1 Kelompok 1:  Program Bantuan Sosial Terpadu 
Berbasis Keluarga 

 

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan 

untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan 

perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan sosial terpadu 

berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai 

bersyarat bagi keluarga miskin dan dekat miskin.  

Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial 

terpadu berbasis keluarga, meliputi:  

1. Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung 

dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga 

Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash 

transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya 

pemberian beras bagi masyarakat miskin (Raskin), serta 

bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang 

cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya 

2. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak 
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usia dini 

3. Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua 

bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) 

melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk 

 

Penerima manfaat pada kelompok program bantuan sosial 

terpadu berbasis keluarga adalah kelompok masyarakat yang berasal 

dari rumah tangga yang termasuk kategori sangat miskin (RTSM). 

Penerima manfaat atau peserta program bersifat closed ended dan 

harus memenuhi kriteria eligibilitas, dan proses identifikasinya 

dilakukan oleh BPS.  

 

4.2.2 Kelompok 2:  Program Penanggulangan 
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 
 

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk 

terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat.  

Program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut: 

1. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, 

dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  

serta pemeliharaan/pelestarian 

2. Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan 
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masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan 

akuntabilitas 

3. Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan (technical 

assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. 

 

Cakupan bidang kegiatan program pada kelompok program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 

dapat diklasifikasikan berdasarkan: 

1. Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di 

tingkat desa/kelurahan 

2. Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat 

miksin 

3. Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan 

kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan 

bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan 

4. Bantuan sosial/santunan bagi Rumah Tangga Sangat 

Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan 

peningkatan gizi balita) 

5. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang 

dikategorikan miskin dan dekat miskin. 

4.2.3 Kelompok 3:  Program Penangulangan  
Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi 
Mikro dan Kecil 

 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
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usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis 

sumberdaya lokal.  

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 

adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat untuk memberikan 

akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program 

penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan 

mikro adalah perluasan penyaluran kredit dan penguatan 

kelembagaan. 

 

Perluasan penyaluran kredit 
 

Dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha 

mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan 

barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah 

daerah diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit 

Untuk Rakyat. 

 

Penguatan kelembagaan  
 

Dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan 

bukan koperasi pada kelompok program penanggulangan kemiskinan 

barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah 

melakukan : 

1. Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan 
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bank dan bukan koperasi 

2. Pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

yang belum berbadan hukum 

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM) 

 

Penerima manfaat kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil 

adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya 

pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan 

bantuan program. 

4.3 Prioritas Jangka Pendek  
 

Dengan cakupan tiga kelompok yang sedemikian besar, maka 

perlu ditetapkan prioritas jangka pendek-menengah dari percepatan 

penanggulangan kemiskinan. Terdapat 5 (lima) prioritas jangka 

pendek-menengah yang diuraikan sebagai berikut. 

 

Unifikasi Sistem Penargetan Nasional 
 

Terdapatnya perbedaan sistem penargetan pada masing-masing 

program penanggulangan kemiskinan, menjadikan sasaran program 

menjadi tidak fokus.  Dalam upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan dan pencapaian target penurunan angka kemiskinan 

sebesar 8 (delapan) persen pada Tahun 2014, maka diperlukan 
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unifikasi atau penyatuan data penerima manfaat program-program 

penanggulangan kemiskinan nasional, melalui unifikasi sistem 

penargetan nasional untuk meningkatkan akurasi pendataan.  

 

4.3.1 Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan 
Kesehatan Untuk Keluarga Miskin (Jaminan Kesehatan 
Masyarakat/ JAMKESMAS) 

 

Prioritas jangka pendek-menengah dalam upaya 

menyempurnakan pelaksanaan bantuan kesehatan untuk keluarga 

miskin, meliputi: 

1. Perumusan dan penentuan lembaga penyelenggara jaminan 

kesehatan yang tepat 

2. Pengkajian struktur biaya kesehatan bagi masyarakat miskin 

3. Penetapan paket benefit 

4. Penyusunan rencana kerja yang rasional termasuk 

penghitungan biaya yang dibutuhkan 

4.3.2 Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas 
Cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial 

melalui pemberian uang tunai (Bantuan Tunai Bersyarat/BTB) kepada 

rumah tangga sangat miskin (RTSM), dimana sebagai imbalannya 

RTSM diwajibkan memenuhi syarat tertentu, seperti memeriksakan 

anggota keluarganya ke Puskesmas, atau menyekolahkan anaknya 

dengan tingkat kehadiran, atau lainnya. Manfaat dari Bantuan Tunai 

Bersyarat (BTB) adalah : 
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1. Untuk jangka pendek memberikan income effect kepada 

rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan 

beban pengeluaran rumah tangga miskin 

2. Untuk jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar 

generasi, melalui penguatan kualitas kesehatan, pendidikan 

dan kapasitas pendapatan anak di masa depan dan 

memberikan kepastian kepada anak akan masa depannya 

3. Merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan 

perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan 

anaknya 

4. Mengurangi pekerja anak 

5. Mempercepat pencapaian Millenium Development Goals 

(MDGs), melalui peningkatan akses pendidikan, peningkatan 

kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita dan 

peningkatan kesetaraan jender. 

 

4.3.3 Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat 
Lainnya ke Dalam PNPM Mandiri  

Prioritas Jangka pendek-menengah dalam kelompok program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 

adalah mengintegrasikan PNPM Mandiri dengan Perencanaan 

Desa/Kelurahan, dan fasilitas pembiayaan, meliputi: 

1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam 

PNPM Mandiri 

2. Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM 

Mandiri 
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3. Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan 

4. Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembayaan diluar 

APBN/APBD 

5. Meningkatkan Akses Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Terhadap 

Sumber-Sumber Pembiayaan 

 

Prioritas jangka pendek-menengah pada kelompok program 

penanggulangan kemiskinan berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil 

adalah meningkatkan akses usaha ekonomi mikro dan kecil terhadap 

sumber-sumber pembiayaan, meliputi : 

1. Perluasan penyaluran kredit 

2. Penguatan kelembagaan keuangan mikro bukan bank dan 

bukan koperasi 

3. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan 

terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 
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[PASANG FOTO DI SINI] 
 

anak-anak pemulung yang tinggal di tempat 
pembuangan sampah. Kebanyakan mereka tidak 
bersekolah dan orang tua mereka tidak memiliki 
akses ke tempat-tempat pelayanan kesehatan.Padat karya membersihkan jalur evakuasi penduduk 

bagi korban bencana merapi di  Kecamatan Dukun, 
Kabupaten magelang.

Foto: sutikno
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Pembangunan Ekonomi Untuk 
Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan 
 

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan 

ditentukan oleh banyak faktor terkait 

kinerja ekonomi dan kelembagaan. 

  

engalaman banyak negara menunjukkan bahwa kemiskinan 

hanya dapat dikurangi dengan perekonomian yang 

bertumbuh. Sebaliknya dalam keadaan perekonomian yang 

stagnan atau terkontraksi, jumlah penduduk miskin akan meningkat 

dengan cepat. Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa selama 

periode pertumbuhan ekonomi tinggi pada masa sebelum krisis 

ekonomi tahun 1997 terjadi pengurangan tingkat kemiskinan yang 

cepat. Sebaliknya ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya pada 

tahun 1998-1999, tingkat kemiskinan pun kembali meningkat dengan 

cepat. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan prasyarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. 

Bab

5

P
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Akan tetapi, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan berbeda antarnegara dan antarwaktu 

dalam suatu negara. Hal ini banyak ditentukan oleh siapa yang 

menikmati kue perekonomian yang diperoleh dari pertumbuhan. 

Semakin besar bagian dari kue yang dinikmati orang miskin, maka 

semakin kuat kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi 

kemiskinan. Sebaliknya semakin kecil bagian yang dinikmati 

penduduk miskin dari kue pertumbuhan ekonomi, maka semakin 

kecil pula kemampuan pertumbuhan untuk mengurangi kemiskinan.  

Kemampuan pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan 

seringkali diukur dengan elastisitas pertumbuhan terhadap 

kemiskinan (growth elasticity of poverty). Indikator ini menunjukkan 

besarnya persentase pengurangan kemiskinan yang dihasilkan dari 

satu persen pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang 

pro-poor merupakan upaya untuk meningkatkan elastisitas ini, untuk 

menghasilkan hubungan yang lebih erat antara pertumbuhan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Inilah dasar untuk 

menyatakan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan seyogyanya 

menjadi agenda besar pembangunan.  

Sebelumnya telah diuraikan 3 (tiga) kelompok program 

penanggulangan kemiskinan. Perbaikan dalam implementasi 

kebijakan di setiap kelompok tersebut tentunya akan menciptakan 

percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun itu saja tidak cukup. 

Percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya 

terkoordinir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Inilah basis 



Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan 75Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

konseptual untuk mengatakan bahwa percepatan penanggulangan 

kemiskinan mensyaratkan pengarusutamaan di setiap sektor 

pembangunan. Pembangunan yang bersifat pro-poor berimplikasi 

bahwa setiap kebijakan pembangunan dirumuskan sedemikian hingga 

memiliki dampak paling optimal terhadap penanggulangan 

kemiskinan.  

Gambaran antara garis kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 

tercermin pada Tabel 5.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa garis 

kemiskinan (poverty line) sepanjang 2002 hingga 2010 terus mengalami 

kenaikan, sementara angka kemiskinan praktis mengikuti gerak 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu 

positif di kurun waktu tersebut telah memungkinkan adanya 

pengurangan jumlah penduduk miskin secara kontinyu. Pengecualian 

adalah pada tahun 2006 ketika terjadi peningkatan garis kemiskinan 

secara signifikan sebesar 17,7 persen yang dipicu oleh pengurangan 

subsidi BBM secara signifikan di akhir tahun sebelumnya. 

 

Tahun 
Garis 

Kemiskinan 
(Rp) 

Angka 
Kemiskinan (%) 

Pertumbuhan Ekonomi 
(tahun sebelumnya, %) 

2002 108.889 18,20 4,9 
2003 118.554 17,42 3,8 
2004 122.775 16,66 4,3 
2005 129.108 15,97 5,1 
2006 151.997 17,75 5,6 
2007 166.698 16,58 5,5 
2008 182.636 15,42 6,3 
2009 200.262 14,15 6,0 
2010 211.726 13,33 4,5 

 

TABEL 5.1 Garis kemiskinan, angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, 2002-2010. Sumber: 

BPS, berbagai publikasi dan tahun. 
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Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah 

pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan pengurangan 

tingkat kemiskinan yang besar. Syarat terwujudnya hal tersebut adalah 

jika sebagian besar dari tambahan kue perekonomian, yang dihasilkan 

dari pertumbuhan, dinikmati oleh kelompok miskin. Inilah 

pertumbuhan ekonomi yang memihak orang miskin (pro-poor 

growth).  

Ketersediaan lapangan kerja merupakan benang merah yang 

mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan 

kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan 

pertumbuhan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja 

diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran.  

Dimensi lain penentu keeratan hubungan pertumbuhan ekonomi 

dan penanggulangan kemiskinan adalah tingkat ketidakmerataan 

(inequality) distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat 

ketidakmerataan maka akan semakin rendah pengurangan 

kemiskinan yang dihasilkan oleh pertumbuhan. Hal ini terjadi karena, 

pada tingkat ketidakmerataan yang tinggi, hasil dari pertumbuhan 

ekonomi akan lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berada 

pada lapisan atas distribusi pendapatan. Sementara, penduduk miskin 

tidak banyak ikut menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi 

tersebut.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan menjaga kualitas 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mengupayakan agar 
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pertumbuhan ekonomi tidak disertai oleh peningkatan 

ketidakmerataan. Untuk mencapai hal ini, upaya-upaya yang perlu 

dilakukan adalah:  

1. Memperbaiki iklim usaha di dalam negeri 

2. Mendorong perkembangan industri yang banyak menyerap 

tenaga kerja  

3. Mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah  

4. Mendorong perkembangan ekspor 

5. Mendorong pengembangan perekonomian pedesaan dan 

pertanian 

5.1 Mengembangkan Iklim Usaha Dalam Negeri 
 

Dibandingkan dengan banyak negara lain, iklim usaha di 

Indonesia masih berada pada urutan bawah dalam hal iklum usaha. 

Dari 183 negara yang disurvei oleh World Bank dan International 

Finance Corporation, indeks kemudahan berusaha di Indonesia pada 

tahun 2010 menempati urutan ke 122. Ini adalah perbaikan dari 

peringkat di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2007, Indonesia 

masih menempati peringkat 135 di dunia.  

Tabel 5.2 menunjukkan peringkat Indonesia dalam berbagai 

komponen dari indeks kemudahan berusaha ini. Tampak bahwa 

Indonesia masih harus memperhatikan perbaikan pada prosedur 

mendirikan bangunan, mendaftarkan usaha, dan juga lamanya 

memulai usaha. 
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Indikator Nilai Peringkat Indonesia 
(dari 183 negara) 

Jumlah prosedur mendirikan 
bangunan 

14 prosedur 47 

Lamanya mengurus ijin mendirikan 
bangunan 

160 hari 68 

Lamanya mendaftarkan properti 22 hari 49 
Biaya ijin mendirikan bangunan 194,8 persen dari 

pendapatan perkapita 
98 

Jumlah prosedur mendaftarkan 
properti 

6 prosedur 79 

Jumlah prosedur memulai usaha 9 prosedur 116 
Biaya memulai usaha 26 persen dari pendapatan 

perkapita 
118 

Lamanya memulai usaha 60 hari 158 
Biaya mendaftarkan properti 10,7 persen dari nilai 

properti 
150 

 
TABEL 5.2 Indonesia dalam berbagai komponen Doing Business, 2010. Sumber:  World Bank dan 

IFC. 

 
Agar perekonomian nasional dapat tumbuh dan berkembang 

secara sehat, pemerintah perlu mengembangkan iklim usaha yang 

kondusif di dalam negeri agar usaha yang ada dapat berkembang serta 

investasi baru terus dilakukan, baik oleh investor dalam maupun luar 

negeri. Untuk dapat mengembangkan iklim usaha yang kondusif perlu 

terlebih dahulu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat 

membantu mengembangkan iklim usaha yang kondusif. Dari berbagai 

hasil studi yang telah dilakukan, sembilan faktor yang mempengaruhi 

penanggulangan kemiskinan adalah stabilitas ekonomi makro, 

kejelasan dan kepastian kebijakan, kelembagaan pelayanan investasi, 

perpajakan, kepabeanan dan cukai, ketenagakerjaan, keamanan, 

korupsi, serta sinkronisasi peraturan pusat dan daerah.  

 

5.1.1 Stabilitas ekonomi makro 
 

Stabilitas ekonomi makro memang bukan segalanya. Banyak 
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negara yang punya kondisi makro yang baik tapi tidak bisa 

menerjemahkannya ke dalam peningkatan kesejahteraan yang 

menyeluruh. Tapi stabilitas ekonomi makro bisa dilihat sebagai modal 

awal untuk menjalankan pembangunan ekonomi yang bekelanjutan. 

Karena ekonomi makro yang stabil mengindikasikan banyak hal yang 

mencerminkan bagaimana manajemen kebijakan di negara yang 

bersangkutan dijalankan. 

Iklim usaha yang kondusif berawal dari kondisi ekonomi makro yang 

stabil. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting 

mengembangkan dunia usaha. Stabilitas tercermin dalam berbagai 

indikator ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan 

nilai tukar (kurs) rupiah yang tidak melebihi nilai yang sebenarnya 

(overvalued) serta tidak cenderung naik-turun dengan cepat. Stabilitas ini 

memerlukan kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dan juga 

cepat tanggap terhadap perubahan situasi perekonomian domestik dan 

internasional.  

 

5.1.2 Kejelasan dan Kepastian Kebijakan 
 

Ketika melakukan investasi, dunia usaha memerlukan kejelasan 

dan kepastian kebijakan. Kejelasan dan kepastian kebijakan 

diperlukan agar pelaku usaha bisa melakukan perencanaan dan 

proyeksi bisnis mereka jauh ke depan, bukan hanya di jangka pendek. 

Jika pelaku usaha tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi jauh 

ke depan, maka investasi yang ditanamkan akan berisiko besar. 

Akibatnya, pelaku usaha yang ingin menanamkan uangnya untuk 
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jangka panjang jadi kehilangan insentif. Sebaliknya, hanya mereka 

yang bermotif spekulasi jangka pendeklah yang tertarik untuk 

menanamkan uangnya. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan buat 

semua pihak.  

Sebagai contoh terkait kejelasan dan kepastian adalah kebijakan 

mengenai daftar bidang usaha tertutup (negative list) dan terbuka 

dengan syarat bagi investor asing dibuat jelas, sederhana, tegas dan 

transparan. Demikian juga perlu ada kejelasan ketentuan mengenai 

kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Harus 

dihindari kebijakan baru yang bertolak belakang dengan kebijakan 

lama secara drastis, atau tumpang tinding antara kebijakan di tingkat 

pusat, propinsi dan kabupaten/kota. 

 

5.1.3 Kelembagaan Pelayanan Investasi 
 

Kelembagaan pelayanan investasi yang efektif dan efisien 

merupakan salah satu kunci utama dalam upaya untuk menarik 

investor ke Indonesia. Kebijakan yang jelas dan pasti tidak akan 

banyak berarti jika birokrasi dan prosedur pengurusan ijin usaha 

masih panjang dan berbelit. Di Tabel 5.2 sebelum ini terlihat 

bagaimana untuk memulai sebuah usaha diperlukan sembilan 

prosedur berbeda. Secara rata-rata proses memulai usaha 

memerlukan 60 hari. Prosedur akan makin panjang jika pembukaan 

usaha melibatkan pendirian bangunan baru.  

Berbelitnya prosedur investasi akan membawa sejumlah 

kemungkinan. Kemungkinan pertama, calon investor baru yang 
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melihat rumitnya prosedur akan membatalkan niatnya. Kemungkinan 

lain adalah terbukanya ruang buat korupsi, yang artinya timbul 

masalah baru. Perusahaan besar tentu lebih mampu membayar lebih 

untuk mempercepat proses perijinan, jika mau. Tapi usaha 

menengah, kecil atau mikro tentu lebih tidak mampu melakukan itu. 

Artinya, UMKM akan lebih dirugikan dari prosedur dan birokrasi 

investasi yang berbelit. 

Prosedur dan lamanya waktu pengurusan ijin hanya satu aspek 

dari penguatan kelembagaan investasi. Aspek lain termasuk informasi 

yang transparan terkait prosedur, koordinasi antara berbagai instansi, 

dan lainnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Ini mencakup 

penyederhanaan berbagai peraturan yang menyangkut perizinan di 

bidang perdagangan, penyederhanaan proses pembentukan 

perusahaan dan izin usaha, merealisasikan sistem pelayanan terpadu 

untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara 

pusat dan daerah yang jelas, dan penyediaan informasi mengenai 

perizinan yang diperlukan, baik melalui papan informasi, media cetak, 

maupun internet. 

 

5.1.4 Perpajakan 
 

Ada sejumlah beberapa kepentingan terkait kebijakan perpajakan. 

Di satu sisi, pemerintah tentu perlu meningkatkan pendapatan dari 

pajak dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dalam negeri. 

Meningkatnya pendapatan pajak berarti makin tersedianya sumber 

daya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Reformasi 
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perpajakan yang sudah berjalan perlu dilanjutkan dan terus 

diperbaiki. Tentu bukan hanya sisi penerimaan yang dibenahi. Sisi 

pengeluaran – untuk apa saja pajak digunakan dan bagaimana itu 

digunakan – adalah aspek yang juga penting. 

Di sisi lain pemerintah juga perlu menjaga agar kebijakan 

perpajakan tidak jadi disinsentif bagi pelaku ekonomi yang pada 

akhirnya bisa menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan dan 

pelaksanaan sistem perpajakan merupakan salah satu faktor penting 

yang akan diperhatikan oleh para investor dalam memutuskan lokasi 

investasi. Dalam kaitan dengan hal ini ada sejumlah hal yang penting 

untuk diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, tingkat pajak (tax rate) 

yang ditarik dari dunia usaha harus memperhatikan tingkat pajak yang 

ditarik oleh negara-negara lain yang menjadi saingan Indonesia dalam 

menarik investasi. Kedua, sistem penentuan besaran pajak yang harus 

dibayar melalui penilaian oleh wajib pajak sendiri (self assessment) 

merupakan suatu keunggulan sistem perpajakan yang ada saat ini. 

Ketiga, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang dan jasa perlu 

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berperan membantu 

mempromosikan ekspor. Keempat, pemerintah perlu melindungi hak 

wajib pajak. Kelima, pemerintah perlu mempromosikan transparansi 

dalam pelaksanaan perpajakan.  

 

5.1.5 Kepabeanan dan Cukai 
 

Kepabeanan dan cukai adalah pintu yang menghubungkan 

perekonomian domestik dan internasional. Di sinilah barang dan jasa 
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dari luar negeri masuk ke pasar domestik, dan dari dalam negeri 

keluar ke pasar internasional. Semua keuntungan dari perdagangan 

internasional seperti diprediksikan dalam teori ekonomi akan 

ditentukan di sini. Institusi pabean dan cukai akan menentukan 

berapa lama barang ekspor bisa keluar dan baran impor bisa masuk. Ia 

juga akan menentukan seberapa banyak pasar domestik akan dibanjiri 

oleh barang impor selundupan, yang memberikan disinsentif buat 

produsen domestik untuk berproduksi. Dalam hal kepabeanan dan 

cukai, terdapat empat hal yang memerlukan prioritas penanganan, 

yaitu: (1) percepatan arus barang meliputi penyederhanaan proses 

pemeriksaan kepabeanan, percepatan pemrosesan kargo, dan 

pengurangan biaya di pelabuhan; (2) pengembangan kawasan berikat; 

(3) pemberantasan penyelundupan; dan (4) debirokratisasi di bidang 

cukai.  

 

5.1.6 Ketenagakerjaan 
 

Antara perbaikan iklim usaha, kebijakan ketenagakerjaan dan 

penanggulangan kemiskinan punya keterkaitan erat satu sama lain. 

Iklim usaha yang baik dan kondusif akan mendorong penciptaan 

lapangan kerja. Penyerapan angkatan kerja ke dunia usaha akan 

sangat membantu penanggulangan kemiskinan. Dari sudut pandang 

lain, ebijakan-kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan seperti 

pendidikan dan kesehatan juga akan meningkatkan kualitas angkatan 

kerja secara keseluruhan. Sementara itu, perbaikan iklim usaha 

memerlukan situasi ketenagakerjaan yang kondusif. Diperlukan 
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adanya hubungan yang harmonis dan dinamis antara pekerja dan 

pemberi kerja. 

Tujuan dari kebijakan ketenagakerjaan adalah mencari titik temu 

antara pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, kebijakan bertujuan untuk 

memberi perlindungan atas hak-hak pekerja. Di sisi lain, ia juga 

bertujuan agar dunia usaha tidak diberatkan dengan berbagai aturan 

dan ketentuan yang pad akhirnya bisa memukul pekerja. Untuk itu 

perlu disadari setiap trade-off dari kebijakan. Contohnya, jika upah 

minimum ditetapkan terlalu rendah, itu jelas akan merugikan pekerja. 

Tapi jika ditetapkan terlalu tinggi, pengusaha akan terpukul dan pada 

akhirnya akan mengurangi jumlah pegawai yang dipekerjakan. Contoh 

lain, kebijakan pesangon bertujuan untuk melindungi pekerja dari 

pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Tapi jika aturan 

pesangon terlalu kaku dan berat, pengusaha akan berpikir dua kali 

sebelum menambah pegawai, yang artinya lapangan kerja akan makin 

berkurang. Dengan situasi ini, pemerintah dituntut untuk bisa bersifat 

netral. Kebijakan yang diambil tidak bisa terlalu berat pada salah satu 

sisi.  

Selain kebijakan yang sifatnya pasif seperti di atas, kebijaka 

ketenagakerjaan juga bisa bersifat aktif. Maksudnya, kebijakan bisa 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja lewat 

program-program pelatihan. Untuk menurunkan angka 

pengangguran, kebijakan bisa juga bertujuan untuk mengurangi friksi 

di pasar kerja, ‘mempertemukan’ pencari dan pemberi kerja lewat 

kegiatan seperti memperbanyak bursa tenaga kerja atau semacamnya. 
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Pasar kerja sektor informal juga tidak bisa dilupakan, karena di sinilah 

kebanyakan penduduk miskin menggantungkan hidupnya. 

Bersamaan dengan upaya memperluas lapangan kerja di sektor 

formal, berbagai kebijakan yang ramah terhadap sektor informal 

seperti tata kota, kredit mikro dan sebaginya juga perlu 

dikembangkan.    

 

5.1.7 Keamanan 
 

Keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan 

lokasi investasi. Hal ini berkaitan langsung dengan masalah 

keselamatan jiwa bagi pelaku usaha dan pekerja, serta keamanan nilai 

investasi itu sendiri. Di samping itu hal ini juga berkaitan dengan 

kelancaran operasional usaha, distribusi produk, dan aliran dana. 

Tidak ada yang berminat melakukan investasi jika keselamatan aset, 

bahkan jiwa pengusaha dan pekerja selalu terancam. Kalaupun ada, 

itu hanya terbatas pada segelintir investor yang berani ambil risiko 

demi sesuatu yang tidak banyak tersedia, seperti berlian atau sumber 

daya alam. Investor seperti itu lebih berorientasi untuk 

mengeksploitasi sumber daya yang dituju dan niilai tambah bersih 

yang diberikan buat masyarakat tidak akan besar.  

Tingkat keamanan di suatu negara akan langsung ditunjukkan 

dalam indikator country risk, sebuah acuan yang dirujuk oleh semua 

calon investor. Itu juga akan tercermin dalam tingginya premi asuransi 

untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara bersangkutan. 

Sebagian perusahaan besar multinasional bisa membayar premi 
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asuransi yang tinggi, tapi UMKM tidak. Lagi-lagi, yang paling terpukul 

dari kondisi keamanan yang buruk adalah UMKM. 

Indonesia pernah mengalami periode dimana kondisi keamanan 

begitu buruk, menyusul krisis ekonomi tahun 1998. Tidak ada hari 

tanpa berita demonstrasi dengan kekerasan, konflik, penjarahan, bom 

dan kriminalitas lainnya. Itu juga merupakan periode dimana dunia 

usaha nyaris berhenti. Geliat ekonomi baru pulih bersamaan dengan 

membaiknya keamanan. 

 

5.1.8 Korupsi 
 

Ada ungkapan, korupsi ibarat kanker yang menggerogoti 

perekonomian dari dalam. Ini adalah ungkapan yang akurat. Korupsi 

menyebabkan beralihnya sumber daya ekonomi yang seharusnya bisa 

digunakan untuk kegiatan produktif dan memiliki manfaat sosial 

tinggi menjadi aktifitas-aktifitas tidak produktif seperti lobi dan 

perburuan rente. Bagi dunia usaha, korupsi mendorong terjadinya 

ekonomi biaya tinggi, yang akhirnya mengurangi daya saing. Selain 

mempengaruhi dunia usaha, korupsi juga mempengaruhi efektifitas 

penanggulangan kemiskinan. Setiap Rupiah yang hilang dikorupsi 

adalah hilangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk bantuan 

tunai, pembangunan fasilitas publik atau kegiatan-kegiatan lain yang 

akan memberi manfaat bagi penduduk miskin.  

Memang ada pendapat lain yang mengatakan, korupsi tidak selalu 

buruk. Ada kalanya korupsi justru membuat kegiatan ekonomi bisa 

bergerak, karena pegawai publik yang bergaji rendah tidak punya 
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insentif untuk bekerja lebih produktif. Adanya peluang untuk 

mendapat tambahan pendapatan dari praktek korupsi kecil, misalnya 

meminta ‘uang pelicin’ agar ijin usaha dan dokumen lainnya bisa 

keluar lebih cepat, akan membuat ekonomi berjalan lebih cepat. 

Sebagai argumen, pendapat ‘korupsi sebagai minyak pelumas’ 

(beneficial grease) memang tidak sepenuhnya salah. Tapi secara 

empiris hal ini tidak terbukti. Secara keseluruhan, biaya yang 

ditimbulkan dari korupsi lebih besar dari manfaat potensialnya. Selain 

itu, argumen beneficial grease juga mengimplikasikan kondisi yang 

tidak ideal. Betul, korupsi berupa sedikit uang pelicin bisa 

menguntungkan. Tapi yang lebih baik adalah membuat ekonomi bisa 

berjalan tanpa perlu uang pelicin.  

Selain itu, kerugian terbesar dari korupsi bukanlah hilangnya 

sumber daya, melainkan insentif yang salah buat pelaku ekonomi. 

Dalam banyak kasus, korupsi tidak melibatkan hilangnya uang negara. 

Korupsi bisa berbentuk adanya pemberian barang, jasa atau fasilitas 

lain yang seharusnya tidak diberikan, dengan imbalan tertenu. 

Contohnya adalah praktek penyogokan dalam pembuatan Surat Ijin 

Mengemudi (SIM). Praktek suap-menyuap tidak membuat hilangnya 

sumber daya. Tapi praktek itu tetap menimbulkan biaya sosial: 

meningkatnya risiko kecelakaan lalu-lintas. Ada banyak pengemudi 

yang tidak layak ada di jalan, dan mereka punya lebih tinggi untuk 

kemungkinan menyebabkan kecelakaan. Untuk setiap kecelakaan, 

bayangkan produktifitas yang hilang karena waktu yang seharusnya 

bisa dialokasikan untuk kegiatan produktif beralih ke waktu perawatan 
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dan penyembuhan. Di sini, biaya sosial korupsi adalah ia merusak 

fungsi utama pemberian SIM, yakni memastikan hanya pengemudi 

yang mampulah yang ada di jalan raya.  

Pembuatan SIM hanya contoh kecil untuk memberi ilustrasi 

kerugian sosial yang ditimbulkan oleh korupsi. Contoh lain yang lebih 

memprihatinkan adalah korupsi dalam pengadaan vaksin HIV/AIDS di 

Kenya, yang diangkat dalam sebuah laporan Transparency 

International. Kombinasi antara sistem pengadaan yang tidak 

transparan, penyalahgunaan dana serta praktek ‘biaya informal’ 

menyebabkan program layanan kesehatan bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) tidak berjalan maksimal. Pasien tetap harus 

mengeluarkan biaya yang cukup signifikan untuk mendapatkan 

vaksin, meski jutaan dolar bantuan asing sudah dikeluarkan, dan fakta 

bahwa vaksin sudah tersedia di pasar yang cukup kompetitif. Untuk 

sebuah negara dimana HIV/AIDS adalah satu faktor paling besar 

dalam rendahnya produktifitas dan keterbelakangan, korupsi 

membuat sesuatu yang harusnya menjadi solusi (bantuan asing) 

justru menjadi sumber masalah baru. 

 

5.1.9 Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah 
 

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah mulai tahun 

2001, peranan pemerintah daerah dalam pengaturan, perizinan, dan 

pelayanan investasi menjadi makin signifikan. Karena itu diperlukan 

kejelasan pembagian tugas, wewenang dan sumber daya finansial di 

antara tingkatan pemerintahan yang berbeda. Kecenderungan daerah 
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untuk mengutamakan penerimaan daerah, yang biasanya dilakukan 

dengan mengeluarkan beragam peraturan daerah, harus segera 

dibenahi agar tidak menciptakan kegiatan ekonomi berbiaya tinggi 

yang nantinya akan memperburuk iklim investasi di Indonesia. 

Kenyataannya, sejak otonomi daerah terjadi lonjakan dalam 

jumlah peraturan di tingkat daerah (Perda). Komitte Pengawasan 

Pelaksanaan Otonom Daerah (KPPOD) pernah melaporkan, lebih dari 

30 Perda dikeluarkan tiap tahunnya. Kebanyakan adalah Perda terkait 

sumber-sumber Pembiayaan Asli Daerah (PAD). Sebuah studi oleh 

Blane Lewis (2003) menyebutkan, sekitar 60 persen pajak dan retribusi 

baru di tingkat daerah dijalankan tanpa melalui proses uji kelayakan 

oleh pemerintah pusat, dan sering bertabrakan dengan Undang-

undang atau peraturan lainnya. Masalahnya, ketika sebuah Perda 

sudah dikeluarkan, sulit sekali untuk membatalkan atau sekedar 

mengkaji ulang. Studi KPPOD (2003) juga mengatakan, berbagai pajak 

dan retribusi daerah ini menjadi hambatan kemamuan ekonomi 

daerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi (Perdana dan Friawan 

2007). 

Sinkronisasi antara pusat dan daerah bukan hanya terbatas pada 

peraturan terkait PAD dan lainnya. Yang tak kalah penting adalah 

kejelasan fungsi, tugas dan wewenang pemerintah pusat, propinsi dan 

kabupaten dalam hal penyediaan sarana dan prasarana publik. Satu 

contoh adalah jalan raya. Saat ini sekitar 80 persen ruas jalan ada di 

bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Tapi hanya kurang dari 40 

persen yang berada dalam kondisi baik; sekitar sepertiga dalam 



90 Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

Tim nasiOnal PeRCePaTan Penanggulangan KemisKinan

Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan Penanggulangan KemisKinan: situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan

kondisi rusak atau rusak parah (World Bank 2006). Ini menunjukkan 

bahwa otonomi daerah masih menyisakan banyak hal. Itu termasuk 

fungsi pelayanan publik, hal yang seharusnya jadi prioritas utama. Di 

sinilah adanya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai tingkat 

pemerintahan jadi penting. Siapa yang bertanggung jawab atas fungsi 

apa. Dan kalau pemerintah kabupaten/kota tidak bisa menjalankan 

fungsinya dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah 

propinsi dan pusat. 

5.2 Mendorong Industri Padat Pekerja 
 

Indonesia telah mengalami pertumbuhan sektor industri yang 

cukup pesat, khususnya mulai pertengahan tahun 1980-an ketika 

pemerintah pada saat itu mengubah orientasi pembangunan industri 

dari substitusi impor menjadi orientasi ekspor. Pada pertengahan 

dekade 1990an, sektor industri manufaktur tercatat menyumbang 24 

persen PDB dan menyerap 13 persen pekerja Indonesia. Sektor 

manufaktur sendiri, dalam arti luas, menyumbang 42 persen PDB dan 

menyerap 18 persen pekerja Indonesia. Sekitar satu dekade sebelum 

krisis ekonomi di akhir dekade 1990an, sektor manufaktur Indonesia 

tumbuh rata-rata 11 persen per tahun. 

Krisis ekonomi di akhir dekade 1990an telah mengubah struktur 

baru di perekomian Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur dalam 

PDB memang masih meningkat (sehingga di tahun 2005 tercatat 

sebesar 28 persen), namun serapan pekerjanya menurun menjadi 12 

persen. Di sisi lain, serapan pekerja di sektor pertanian berada pada 
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posisi yang stagnan di 44 persen, sementara kontribusi sektor ini 

dalam PDB ternyata menurun menjadi 13 persen di tahun 2005. 

Peningkatan serapan pekerja yang signifikan terjadi di sektor jasa. 

Serapan pekerja sektor ini meningkat menjadi 43 persen di tahun 2005 

yang lalu. Satu hal yang penting menjadi perhatian di sini ialah fakta 

bahwa ternyata sektor industri manufaktur Indonesia tidak tumbuh 

secepat periode sebelum krisis ekonomi diakhir tahun 1990an. Dalam 

periode pemulihan ekonomi di tahun 2000an, sektor industri 

manufaktur hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun.  

 

Sektor 

1995 2005 
Proporsi 
dalam 
PDB 

Proporsi 
penyerapan 

pekerja 

Proporsi 
dalam 
PDB 

Proporsi 
penyerapan 

pekerja 
Pertanian 17 44 13 44 
Industri 42 18 39 13 
Manufaktur 24 13 28 12 
Jasa 41 38 48 43 

 
TABEL 5.3 Kontribusi sektoral dan penyerapan tenaga kerja, 1995 & 2005. Sumber:  BPS, Statistik 

Indonesia (berbagai tahun). 

 

Selanjutnya, serapan tenaga kerja yang menurun 

mengindikasikan bahwa sektor industri manufaktur yang berkembang 

di Indonesia didominasi oleh jenis-jenis industri manufaktur yang 

tidak banyak menyerap tenaga kerja. Implikasinya adalah transisi 

perekonomian Indonesia dari perekonomian tradisional yang 

didominasi oleh sektor pertanian ke perekonomian modern yang 

berbasis pada sektor industri manufaktur tidak berjalan mulus. Salah 

satu penyebabnya adalah setelah krisis, terjadi perubahan struktur 
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industri di banyak negara. Sektor industri telekomunikasi dan 

informatika berkembang pesat, lebih cepat dari sektor-sektor 

manufaktur tradisional. Problemnya, sektor ini tidak terlalu padat 

pekerja. 

Tantangannya adalah bagaimana agar lapangan kerja bisa terus 

diciptakan, dengan kondisi struktur ekonomi yang sudah berubah itu. 

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan sektor 

industri dan juga manufaktur yang padat pekerja. Hal ini bukan 

menegasikan peran sektor industri yang padat modal. Namun arah 

kebijakan dan insentif bagi pengembangan industri padat pekerja 

haruslah mendapatkan perhatian. Kebijakan ketenagakerjaan juga 

akan menentukan keberhasilan upaya mendorong industri padat 

pekerja. Jika kebijakan ketenagakerjaan mendorong pasar kerja makin 

tidak fleksibel, ini tentu akan memberikan disinsentif bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri padat karya untuk 

memperluas usaha mereka, dan akhirya justru memukul angkatan 

kerja Indonesia.  

5.3 Mendorong Perkembangan UMKM 
 

Upaya untuk meningkatkan peranan dan pertumbuhan UMKM 

dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen 

penting untuk mencapai pertumbuhan berkualitas. UMKM memiliki 

peran strategis dalam perekonomian dan berpotensi memberikan 

kontribusi penting dalam penciptaan lapangan kerja dan 

penanggulangan kemiskinan. Dengan sifatnya yang padat pekerja, 
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UMKM dapat menggunakan modal yang relatif kecil untuk 

menambah jumlah pekerjanya. Di samping itu usaha mikro dan kecil 

umumnya digeluti oleh golongan menengah ke bawah, sehingga 

pengembangan UMKM mempunyai potensi besar untuk 

mengentaskan mereka dari kemiskinan dan kerentanan.  

Peran UMKM yang strategis bagi perekonomian Indonesia salah 

satunya ditunjukkan oleh jumlahnya pada 2009 yang mencapai sekitar 

52,8 juta unit usaha. Kegiatan usaha UMKM mencakup hampir semua 

lapangan usaha dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Dua sektor utama dengan inensitas UMKM yang sangat 

tinggi adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan. Karena 

jumlahnya yang sangat besar, kontribusi UMKM dalam penciptaan 

nilai tambah PDB mencapai 58,3 persen, dan memasok sekitar 46,5 

persen kebutuhan barang dan jasa domestik dipasok oleh UMKM. 

Peranan penting UMKM lainnya adalah dalam penyerapan tenaga 

kerja. Dengan jumlah sebesar itu UMKM mempekerjakan sekitar 96,2 

juta pekerja Indonesia di tahun 2009. Ini merupakan jumlah yang 

sangat besar, dengan produktivitas sebesar Rp 12,6 juta per pekerja 

(Tabel 5.4). 

UMKM yang maju dan berkembang adalah kunci kemajuan 

ekonomi. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

menanggulangi kemiskinan akan sangat efektif apabila dilakukan 

melalui upaya peningkatan kemampuan ekonomi UMKM. 

Pengalaman selama ini, khususnya pada saat krisis ekonomi, 

menunjukkan bahwa UMKM memiliki fleksibilitas dan kemampuan 
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adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Oleh karena itu UMKM 

berpotensi untuk membangun daya saing dan mempercepat 

pembangunan ekonomi, baik di daerah maupun nasional, serta 

memperbaiki distribusi pendapatan. 

 

Uraian Satuan 2007 2008 2009 

Jumlah unit usaha UMKM Juta unit 49,824 51,410 52,765 
Jumlah tenaga kerja UMKM Juta orang 88,739 94,024 96,211 
Produktivitas UMKM per unit Rp Juta 22,1 22,7 23,0 
Produktivitas UMKM per tenaga kerja Rp Juta 12,4 12,4 12,6 
PDB UMKM tanpa Migas Rp Miliar 2.101.281,5 2.608.592,1 2.989.085,0
Ekspor UMKM tanpa Migas Rp Juta 143.012.332 178.008.282 162.254.525
Jumlah Koperasi Unit 149.793 154.964 170.411 
Jumlah Anggota Koperasi Juta orang 28,9 27,3 29,2 
 
TABEL 5.4 Beberapa indikator UMKM dan Koperasi. Sumber: Sensus Ekonomi 2006 (BPS). 

 

Perlu diingat bahwa upaya mendorong perkembangan UMKM 

tidak selalu berarti memberikan proteksi, subsidi – termasuk subsidi 

bunga kredit – atau fasilitas lainnya seperti penghapusan utang. 

Masalah yang dihadapi UMKM adalah sebagian besar UMKM 

memiliki kualitas sumberdaya manusia yang rendah dalam hal 

kemampuan manajemen, organisasi, dan teknologi. Selain itu, para 

pemilik dan pengelola UMKM pada umumnya memiliki kompetensi 

kewirausahaan yang lemah.  

Terkait permodalan, masalah yang dihadapi UMKM bukanlah 

ketidakmampuan membayar pinjaman dan bunga. Problem 

utamanya adalah askses terhadap permodalan. Banyak UMKM yang 

tidak bisa mendapatkan kredit dari bank karena tidak punya agunan, 

atau skala usaha yang terlalu kecil. Di sinilah peran bank rakyat, bank 
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pasar atau lembaga keuangan mikro jadi signifikan dan bisai lebih 

dioptimalkan. 

Di luar itu, UMKM mengalami persoalan berkaitan dengan 

keterbatasan askes pada teknologi, pasar, dan informasi. UMKM juga 

banyak yang menderita akibat tingginya biaya transaksi dan biaya 

karena adanya peraturan-peraturan yang tidak mendukung, serta 

maraknya praktek-praktek pungutan liar. Sebagian besar UMKM tidak 

memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak memiliki bentuk 

badan hukum. Jenis usaha semacam ini sangat rentan terhadap 

berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk 

tumbuh kembang. 

Guna mengembangkan UMKM, upaya pemerintah perlu 

difokuskan pada empat hal berikut ini. Pertama, penyempurnaan 

peraturan yang terkait dengan perizinan bagi UMKM, khususnya 

dalam hal pembuatan pedoman penyempurnaan dan 

penyederhanaan pemberian izin bagi UMKM dan pengembangan 

sistem pelayanan perizinan satu atap satu pintu. Kedua, 

pengembangan jasa konsultasi bagi industri mikro, kecil, dan 

menengah (IMKM). Ketiga, peningkatan akses UMKM kepada 

sumberdaya finansial dan sumberdaya produktif lainnya, yang 

mencakup: (i) penyusunan kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan keuangan mikro; (ii) pengembangan skema kredit 

investasi bagi UMKM; (iii) penyediaan insentif fiskal bagi UMKM yang 

memanfaatkan teknologi inovatif; (iv) pemberian sertifikasi lahan bagi 

UMKM untuk peningkatan akses kepada kredit perbankan; dan (v) 
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pengembangan kawasan industri untuk UMKM. Keempat, penguatan 

kemitraan antara usaha besar dengan UMKM melalui pengaturan 

kembali bidang/jenis usaha yang dicadangkan bagi UMKM dan 

bidang/jenis usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan syarat 

kemitraan dengan UMKM, serta peninjauan kembali peraturan 

mengenai waralaba. 

5.4 Mendorong Pengembangan Ekonomi 
Pedesaan dan Sektor Pertanian  

 

Pengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanian 

memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan 

pengurangan kemiskinan secara signifikan. Sebanyak 60 persen 

pekerja Indonesia bekerja di daerah pedesaan. Di antara kelompok 

pekerja di daerah pedesaan ini, sekitar 68 persen bekerja di sektor 

pertanian. 

Revitalisasi ekonomi pedesaan dan sektor pertanian juga memiliki 

arti strategis bagi penanggulangan kemiskinan. Hal ini secara ringkas 

ditunjukkan oleh Tabel 5.5. Daerah pedesaan memiliki konsentrasi 

penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah 

perkotaan. Pada tahun 2010 ini masih terdapat 19,93 juta penduduk 

miskin di daerah pedesaan, dibandingkan 11,10 juta di daerah 

perkotaan. 

Angka kemiskinan juga ternyata jauh lebih tinggi pada rumah 

tangga dengan kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian. Di 
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tahun 2009, terdapat 19,36 persen rumah tangga pertanian yang hidup 

di bawah garis kemiskinan. Memang terdapat penurunan 

dibandingkan tahun 2006, ketika angka kemiskinan rumah tangga 

pertanian tercatat sebesar 21,92 persen. Dengan informasi di atas, 

sektor pertanian dan pedesaan menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan.  

 

 2006 2009 

Angka kemiskinan di daerah:   

Pedesaan 21,81 17,35 

Perkotaan 13,47 10,72 

Angka kemiskinan rumah tangga:   

Pertanian 21,92 19,36 

Industri 10,17 13,72 

Jasa 9,15 7,98 

 
TABEL 5.3 Beberapa indikator UMKM dan Koperasi. Sumber: Sensus Ekonomi 2006 (BPS). 

 
Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi 

pedesaan. Tantangan pertama adalah peningkatan sarana dan 

prasarana perekonomian di daerah pedesaan. Pemerintah memegang 

peranan utama memperbaiki keadaan tersebut. Dua hal yang 

terpenting adalah pembangunan dan perbaikan sarana irigasi serta 

infrastruktur jalan. Irigasi penting karena mayoritas aktifitas ekonomi 

di desa terkait dengan sektor pertanian. Tapi investasi publik di bidang 

irigasi, terutama sejak otonomi daerah, terlihat menurun. Investasi di 

bidang irigasi akan mendorong peningkatan produktifitas pertanian. 

Sedangkan prasarana jalan penting untuk menghubungkan desa 
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dengan kegiatan ekonomi produktifi di kota, serta untuk peningkatan 

kualitas hidup di desa itu sendiri. Adanya jalan yang layak di desa akan 

membantu mobilitas penduduk desa dari rumah ke tempat kerja, 

pendidikan dan kesehatan. Bayangkan jika penduduk desa sakit dan 

harus menempuh perjalanan panjang ke Puskesmas di jalan yang 

rusak. Adanya jalan desa yang layak akan mengubah banyak hal. 

Tantangan kedua adalah peningkatan akses para pelaku ekonomi 

di daerah pedesaan terhadap kredit dan sumber permodalan lainnya. 

Akses pada sumber permodalan seringkali menjadi hambatan bagi 

perekonomian desa untuk berkembang. Banyak pengusaha di tingkat 

desa tidak punya akses pada bank atau sumber modal formal lainnya. 

Alasannya beragam, tapi yang paling sering adalah mereka enggan 

datang ke bank karena prosedur yang membebani serta kurangnya 

informasi. Pemerintah maupun swasta dapat berperan memperbaiki 

akses permodalan ini. Pemerintah bisa membantu lewat skema Kredit 

Usaha Rakyat atau semacamnya. Swasta diharapkan akan menjadi 

sumber utama permodalan di daerah pedesaan dalam jangka panjang. 

Tantangan ketiga adalah perbaikan iklim usaha. Hal ini telah 

dibahas di bagian sebelumnya. Untuk wilayah pedesaan, infrastruktur 

merupakan tantangan utama iklim investasi, selain berbagai dimensi 

yang sebelumnya telah diuraikan. Termasuk yang penting adalah 

infrastruktur perhubungan dan komunikasi yang memungkinkan 

diseminasi informasi secara lebih baik ke pedesaan.  

Tantangan keempat perbaikan akses pelaku ekonomi di daerah 

pedesaan terhadap perkembangan teknologi. Perbaikan teknologi 
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yang terus menerus merupakan prasyarat efisiensi dalam jangka 

panjang. Teknologi di sini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 

teknologi di bidang pertanian (alat maupun bibit), juga teknologi 

informasi dan komunikasi. Studi majalah The Economist tahun 2005 

menyimpulkan, sebagian dari persoalan kemiskinan dunia terkait 

dengan kesenjangan digital (the digital divide). Sebagian penduduk 

dunia bisa makin makmur karena akses mereka pada teknologi 

informasi dan komunikasi. Sekitar satu trilyun yang masih terpuruk di 

kemiskinan tetap miskin karena minimnya akses pada teknologi ini. 

Berbagai studi menunjukkan bagaimana teknologi informasi dan 

komunikasi bisa menolong penduduk miskin di pedesaan. Telepon 

seluler membantu nelayan di Kerala menemukan tempat pelelangan 

dimana permintaan masih banyak (Jensen 2007), dan belakangan di 

Afrika mobile banking dikembangkan sebagai cara bagi penduduk 

yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang ke kampung 

halamannya, ketika jasa perbankan konvensional masih terbatas 

cakupannya. Dalam studi lain, internet membuat pasar kedelai di 

India lebih efisien sehingga keuntungan petani lebih besar (Goyal 

2010). Intinya, banyak peluang ditawarkan oleh perkembangan serta 

penetrasi teknologi komunikasi dan informasi yang lebih besar. Di 

Indonesia, internet serta terutama telepon selular sudah menjangkau 

hingga ke pelosok desa sekalipun. Teknologi sudah bukan lagi barang 

mewah. Tanpa disadari, keberadaan teknologi inipun sudah banyak 

mendorong aktifitas ekonomi desa: pedagang kecil menerima 

pesanan, tukang batu atau kayu menerima panggilan kerja, dan 
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sebagainya. Pemerintah bisa membantu dengan membangun lebih 

banyak infrastruktur, dan mendorong berbagai inovasi seperti mobile 

banking atau internet buat petani. 
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masih banyak sekolah di daerah terpencil belum 
memiliki fasilitas yang layak untuk kegiatan 
belajar mengajar
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Penutup 
 

 

aat ini, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu 

prioritas utama pembangunan nasional. Penanggulangan 

kemiskinan diamanatkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-1014, dan dirancang 

dengan dilandasi oleh empat prinsip:   

1. Pembangunan yang inklusif 

2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan  

4. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial bagi 

penduduk miskin dan rentan  

 

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2010 ini masih 

terdapat sekitar 13,33 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 31,02 

juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mewujudkan target 

Pemerintah mencapai angka kemiskinan sebesar 8-10 persen pada 

tahun 2014, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil 

Presiden Republik Indonesia.  

TNP2K telah mendapatkan mandat untuk mewujudkan percepatan 

penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut 

S
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dilakukan dengan melakukan sinergi dan koordinasi terhadap 

program-program penanggulangan kemiskinan, yang telah 

dikelompokkan dalam 3 kelompok besar yaitu:  

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga 

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat, dan  

3. Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis 

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil 

 

Namun demikian, percepatan penanggulangan kemiskinan harus 

dipahami dalam arti lebih dari sekedar perbaikan di ketiga kelompok 

program penanggulangan kemiskinan di atas. Seperti telah diuraikan 

di muka,percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan 

upaya terkoordinir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lima 

bidang telah diidentifikasi sebagai sasaran bagi pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat pro-poor. Kelima 

bidang itu ialah:  

1. Memperbaiki iklim usaha di dalam negeri 

2. Mendorong perkembangan industri yang banyak menyerap 

tenaga kerja  

3. Mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah 

4. Mendorong perkembangan ekspor; dan  

5. Mendorong pengembangan perekonomian pedesaan dan 

pertanian 
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Inilah basis konseptual untuk mengatakan bahwa percepatan 

penanggulangan kemiskinan mensyaratkan pengarusutamaan di 

setiap sektor pembangunan. Pembangunan yang bersifat pro-poor 

berimplikasi bahwa setiap kebijakan pembangunan dirumuskan 

sedemikian hingga memiliki dampak paling optimal terhadap 

penanggulangan kemiskinan. Hal ini tidak saja menjadi pekerjaan 

rumah bagi satu sektor tertentu di Pemerintah, namun merupakan 

pekerjaan rumah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada di 

Indonesia. Semoga penanggulangan kemiskinan ini dapat secepatnya 

dirampungkan oleh seluruh Bangsa Indonesia. 


